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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan
Arab Indonesia Arab Indonesia
| 5 t
- B 82 Z
&) T C ¢
> Th ¢ gh
T J o f
d h é q
d Kh 4 k
> D J I
5 Dh . m
J R 3 n
J Z s w
o S » h
S Sh :
N S ¢ y
N d

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

B. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
f Fathah A A
! Kasrah I '
[ Dammah U U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

sk : yamiitu

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wa Iu Adan U
Contoh:
(xS kaifa
J}fa - haula
. Maddah (Vokal Panjang)
Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
N Fathah dan alif _ a dan garis di
SN A atas
atau ya
P Kasrah dan ya I i dan garis di atas
_ u dan garis di
$ Dammah dan wa U atas
Contoh:
ol . mata
) . rama
8% - gila




D. Ta’ Marbuthah (3)
Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup
atau mendapat harkat fatkah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JULY i35 : raudah al-agfal
il;/a_éj\ al : al-madinah al-fadilah
i : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

' . rabbana
L_Z I najjaina
G : al-haqq
F : al-hajj
X i nu’’ima
ke : "aduwwu

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharakat kasrah (::), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:



(e . 'AlT (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

ey . 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau ‘Araby)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketia ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

.25 al-syamsu (bukan asy-syamsu)

A : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
4cdd : al-falsafah
35 : al-bilddu

. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

°
< o,aﬂ‘Lf;

Oaye . ta’muriina
el s al-nau’
g - syai 'un
L. .

ol . umirtu

. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

xi



atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran
(dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Frilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-Tadwin
Al-"Ibarat fi 'umum al-Lafz la bi khusis al-Sabab
Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mugdaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi

tanpa huruf hamzah. Contoh:

‘B

e - dinullah

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliteasi dengan huruf (t). Contoh:
A a2y 3 b - hum f7 razmatillgh
Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
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kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Ingat awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tis

Abii Nasr al-Farabt

Al-Gazalt

Al-Mungqiz min Dalal
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ABSTRAK

Dewi Balgis Maharani, 210201110199, 2025. Implementasi Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten
Layak Anak dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten
Pasuruan). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Perkawinan
Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan anak
yakni pada tiga tahun terakhir berturut-turut sejumlah 461, 482, dan 409 di
Kabupaten Pasuruan meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
Tujuannya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak serta menurunkan
praktik perkawinan anak melalui berbagai program dan kolaborasi lintas sektor.
Fokus penelitian ini adalah terkait implementasi Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 12 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan teori
Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja serta teori Sistem Hukum dari
Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di DP3AP2KB Kabupaten
Pasuruan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder.
Sumber data primer didapatkan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait
seperti DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan, kader desa, dan masyarakat, sedangkan
sumber data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, jurnal, melalui
pendalaman terhadap buku terkait. Data dianalisis menggunakan teori Hukum
Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja serta teori Sistem Hukum dari Lawrence
M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati ini
telah berjalan cukup baik, khususnya dalam aspek sosialisasi, koordinasi
antarinstansi, dan penguatan program edukasi seperti Sekolah Orang Tua Hebat
(SOTH) dan bimtek SAPA. Namun, masih ditemukan tantangan seperti
keterbatasan sumber daya, anggaran, dan kuatnya budaya masyarakat yang
menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Sehingga Angka
perkawinan anak juga masih fluktuatif dan tinggi, seperti pada tahun 2023 yang
mencapai 482 kasus dan 2024 sebanyak 409 kasus. Peraturan ini mulai
memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat, namun belum sepenuhnya
mengubah perilaku secara merata.
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ABSTRACT

Dewi Balgis Maharani, 210201110199, 2025. Implementation of Pasuruan Regent
Regulation Number 12 of 2019 on the Development of a Child-Friendly
Regency in Preventing Child Marriage (A Study at the Office of Women
Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning
(DP3AP2KB) of Pasuruan Regency). Undergraduate Thesis. Department
of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State
Islamic University of Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Policy Implementation, Child-Friendly Regency, Child Marriage.

This research is based on the high number of child marriages in Pasuruan
Regency, with 461, 482, and 409 cases reported consecutively over the last three
years, despite the issuance of Pasuruan Regent Regulation Number 12 of 2019
concerning the Development of a Child-Friendly Regency. The regulation aims to
create a safe and child-friendly environment and reduce the practice of child
marriage through various programs and cross-sector collaboration. This study
focuses on the implementation of the regulation in preventing child marriage
based on Mochtar Kusumaatmadja’s Theory of Law Development and Lawrence
M. Friedman’s Legal System Theory.

This research uses empirical legal methods with a qualitative descriptive
approach. The research site is the DP3AP2KB Office of Pasuruan Regency. The
data sources include both primary and secondary data. Primary data was obtained
through interviews with relevant parties, including the DP3AP2KB office, village
cadres, and the community. Secondary data was collected from documentation,
journals, and literature. The data were analyzed using Mochtar Kusumaatmadja’s
Theory of Law Development and Lawrence M. Friedman’s Legal System Theory.

The results show that the implementation of the regulation has been fairly
well carried out, particularly in the aspects of socialization, inter-institutional
coordination, and educational programs such as Sekolah Orang Tua Hebat
(SOTH) and SAPA training. However, challenges remain, such as limited human
resources, budget constraints, and strong cultural norms that still consider child
marriage acceptable. As a result, child marriage rates remain fluctuating and high,
reaching 482 cases in 2023 and 409 cases in 2024. The regulation has begun to
influence public awareness, but it has not yet fully transformed behavior across
the population.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada
umatnya sebagai suatu perjanjian yang berat atau bisa diebut dengan
mitsagan ghalidza. Di dalam Al-Qur’an kata tersebut hanya dipakai tiga
kali, yakni tentang perjanjian Allah dengan Nabi, pengangkatan bukit thur
ke atas kepala Bani Israil, dan tentang perjanjian hubungan pernikahan.
Dengan hal ini bisa dimaknai bahwa pernikahan adalah perjanjian yang
sangat berat dan mulia, karena Allah telah menyandingkan perjanjian
pernikahan dengan perjanjian Allah dengan para Nabi.’> Ayat yang
biasanya digunakan sebagai dasar untuk menikah terdapat dalam Q.S al-

Zariyat ayat 49, sebagaimana berikut:
O35 (S s Gl oot 2870

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingat (kebesaran Allah).”
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Bab 1

Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

2 Umi Syariyani, “Kemuliaan Pernikahan dan Konsepsi Membangun Keluarga Islami,” Rahma.id,
Mei 2020, https://rahma.id/kemuliaan-pernikahan-dan-konsepsi-membangun-keluarga-
islami/?utm_source=chatgpt.com.

® Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 522.



perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga
yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan pedoman tersebut, ada tiga tujuan utama dari terbentuknya
sebuah hubungan keluarga: fungsi regenerasi, reproduksi, dan pemenuhan
kebutuhan biologis.

Batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk
melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang
menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Meskipun demikian, terdapat
perbedaan antara aturan yang tertulis dengan realitas di lapangan.
Misalnya, di daerah-daerah yang kurang tersentuh oleh wawasan umum
terkait hukum positif atau di wilayah-wilayah yang masih Kkuat
dipengaruhi oleh hukum adat, kecenderungan untuk menikahkan anak di
usia dini masih cukup tinggi.

Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak
di bawah umur masih marak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini sangat
memprihatinkan karena perkawinan anak tidak hanya melanggar hak-hak

dasar mereka, tetapi juga berpotensi merusak masa depan mereka. Di Jawa

Timur, angka perkawinan anak terdapat penurunan, namun angka tersebut

* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Disahkan dan Diundangkan di
Jakarta, 2 Januari 1974



masih terbilang cukup tinggi. Tahun 2021 terdapat 17.151 perkara
dispensasi nikah, 15.095 di tahun 2022 dan 12.334 kasus dispensasi nikah
di tahun 2023.° Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan
perlunya tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak anak di
Indonesia.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah
perkawinan anak adalah lewat program Kabupaten/Kota Layak Anak.
Program ini mendorong setiap daerah untuk membangun lingkungan yang
ramah dan aman bagi anak-anak. Dalam program ini, pemerintah daerah
bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk membuat
kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung hak-hak anak. Semua
ini dirancang agar anak-anak bisa tumbuh dengan sehat, aman, dan
bahagia. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap anak mendapat
perlindungan dan bisa berkembang dengan baik.°

Seiring dengan peluncuran program ini, sejumlah daerah di
Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem
daerah yang layak anak. Misalnya, Kota Surabaya, yang secara konsisten
meraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama berkat konsistensinya
dalam penyediaan sekolah ramah anak, ruang publik ramah anak, hingga

pelibatan anak dalam forum-forum pengambilan keputusan. Kabupaten

® Diana Safitri, “Impementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 di
Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya,” VISA: Journal of Visions and Ideas, no. 03 (2024):
2073, https://doi.org/47467/visa.v4i3.3737.

® “Kuatkan Implementasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah,
Kemen PPPA bersama Unicef Latih Fasilitator Daerah,” kemenpppa.go.id, 15 November 2024,
https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzNw==.



Sleman juga menjadi contoh daerah yang progresif dengan kebijakan yang
kuat di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelibatan desa
dalam sistem pelaporan. Begitu pula dengan Kota Denpasar, yang aktif
membangun unit layanan terpadu dan membentuk forum anak di tingkat
kelurahan. Keberhasilan sejumlah daerah tersebut menunjukkan bahwa
pendekatan lintas sektor dan sinergi antara regulasi, lembaga, serta
partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak.

Salah satu daerah yang juga menyatakan komitmennya adalah
Kabupaten Pasuruan, yang pada tahun 2019 menetapkan Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak
Anak. Regulasi ini merupakan landasan hukum yang memperkuat upaya
pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman,
sehat, dan ramah anak, melalui pemenuhan 24 indikator yang tersebar
dalam lima klaster hak anak. Salah satu indikator yang menjadi perhatian
utama adalah pencegahan perkawinan anak, mengingat kasus ini masih
banyak terjadi di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB), Kabupaten Pasuruan menempati peringkat keempat
tertinggi kasus perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur.” Hal ini menjadi
sangat ironis mengingat Kabupaten Pasuruan telah memiliki perangkat

regulatif berupa Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 dan berbagai

’ Dewi Arofah, wawancara, (Pasuruan, 31 Januari 2025).



program pendukung lainnya, namun kasus perkawinan anak masih terjadi
secara masif di beberapa wilayahnya. Kesenjangan ini menimbulkan
pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan
kebijakan KLA di Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam menurunkan
angka perkawinan usia dini.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengukur
efektivitas implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019, dengan
meninjau tidak hanya aspek kebijakan yang telah tersedia, tetapi juga
bagaimana kebijakan tersebut dijalankan melalui struktur birokrasi,
kapasitas sumber daya manusia, sinergi antarinstansi, serta penerimaan
masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui faktor-
faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kebijakan KLA
di Kabupaten Pasuruan dalam konteks pencegahan perkawinan anak,
sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan pelaksanaan ke depan.

Pra penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut DP3AP2KB)
yang berfokus di Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut PUGP3A)
memberikan gambaran awal tentang apa saja yang telah dilakukan oleh
dinas tersebut dalam menjalankan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.



Dalam pelaksanaannya, Bidang PUGP3A mengimplementasikan
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan
Kabupaten Layak Anak melalui kolaborasi dengan berbagai dinas terkait,
seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.® Sinergi
antar instansi ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman
dan mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Pasuruan. Dalam
menjalankan tugasnya, Bidang PUGP3A memiliki dua peran utama.
Pertama, sebagai pelaksana kebijakan, yang bertanggung jawab dalam
mengumpulkan dan mengolah data terkait pengarusutamaan gender guna
memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Termasuk di dalamnya penyampaian informasi yang edukatif
seperti sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi wanita,
kesadaran akan pernikahan pada usia yang tepat, serta pemahaman akan
hak dan perlindungan anak. Kedua, sebagai penyedia layanan
perlindungan bagi perempuan dan anak, yang pelaksanaannya dilakukan
melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA). Unit ini berperan dalam menangani berbagai laporan terkait
kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk memberikan
pendampingan bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan,
seperti kasus pemaksaan pernikahan. Melalui layanan ini, diharapkan
korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta dukungan psikososial

yang mereka butuhkan.

® Arofah, wawancara, (Pasuruan, 31 Januari 2025).



Pada tahun 2018 terdapat 34 kasus dispensasi kawin. Tahun 2019
terdapat 52 kasus dispensasi kawin. Ketika tahun 2020, angka dispensasi
kawin meningkat menjadi 335 kasus. Tahun 2021 permohonan dispensasi
kawin semakin meningkat di Kabupaten Pasuruan mencapai angka 470
pengajuan dispensasi kawin. Kemudian sepanjang tahun 2022, perkawinan
dini di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dengan total perkara
461. Di tahun 2023, jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat
menyentuh angka 482 pengajuan, dan sepanjang tahun 2024 terdapat 409
perkara yang masuk untuk memohon dispensasi nikah.® Pada tahun 2025,
jumlah dispensasi kawin dari bulan Januari 2025 hingga 23 Mei 2025
sudah mencapai angka 187 kasus.*°

Menurut yang dipaparkan oleh infroman kunci, fluktuasi yang
terjadi terhadap angka perkawinan anak di Kabupaten Pasuruan dan di
angka yang masih tinggi ini terjadi yang utama adalah karena kendala
budaya yang mana masih banyak daerah yang menganggap bahwa lebih
baik menikah di usia muda daripada berpendidikan dan menjadi perawan
tua. Namun, hal ini masih membutuhkan analisis menyeluruh. Oleh karena
itu, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian mendalam
mengenai peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya melalui

DP3AP2KB, dalam menanggapi fenomena sosial yang kompleks ini.

% “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangil,” diakses 21 Januari 2025,
https://sipp.pa-bangil.go.id/.
10 «Sjstem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangil,” diakses 25 Mei 2025,
https://sipp.pa-bangil.go.id/.



Penelitian ini juga penting untuk menelaah sejauh mana upaya yang
dilakukan dalam menerapkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun
2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam menangani
tingginya angka perkawinan anak, terutama di wilayah-wilayah yang
rentan.*!

Kabupaten Pasuruan menerima predikat Kabupaten Layak Anak
(KLA) kategori Pratama pada tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Penghargaan ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dalam memenuhi 24 indikator KLA yang mencakup berbagai
aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penghargaan tersebut
diserahkan langsung oleh Menteri PPPA, Yohana Yembise, kepada PIt
Bupati Pasuruan, Agus Sutiadji, pada acara Penganugerahan
Kota/Kabupaten Layak Anak di Surabaya pada 23 Juli 2018.12

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pasuruan menetapkan Peraturan Bupati (Peraturan Bupati)
untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan anak. Peraturan
Bupati No. 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak
menjadi dasar hukum awal dalam mewujudkan KLA.** Kemudian,

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten

1 Arofah, wawancara, (Pasuruan, 31 Januari 2025).

12 «“Maksimal, Kabupaten Pasuruan Diganjar Predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama,”
pasuruankab.go.id, 24 Juli 2018, https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/maksimal-kabupaten-
pasuruan-diganjar-predikat-kabupaten-layak-anak-kategori-pratama.

13 Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 15, Diundangkan di Pasuruan, 28 Mei
2015



Layak Anak diterbitkan untuk mengembangkan dan memperkuat program-
program KLA.™ Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen
berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan
lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta memastikan
bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi di seluruh wilayah
kabupaten. Namun, hal tersebut ternyata tidak menjamin turunnya angka
perkawinan anak.

Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019
Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam mencegah
perkawinan anak, khususnya di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana
kebijakan ini diterapkan, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta
memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan
demikian, tujuan akhir dari kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam
mencegah perkawinan anak dapat tercapai secara optimal, dan hak-hak

anak di Kabupaten Pasuruan dapat terlindungi dengan baik.

14 Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 12, Diundangkan di Pasuruan, 27
Februari 2019



10

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam
mencegah perkawinan anak berdasarkan Teori Hukum Pembangunan
Mochtar Kusumaatmadja?

2. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam
mencegah perkawinan anak berdasarkan Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten
Layak Anak dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan Teori
Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

2. Menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten
Layak Anak dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan Teori

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. Secara khusus, penelitian ini
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memiliki potensi untuk meningkatkan dan memperluas ranah
pengetahuan dan wawasan dalam domain Hukum Keluarga Islam.
Dengan berfokus pada Peraturan Bupati Pasuruan, dengan penekanan
khusus pada penciptaan Kabupaten Layak Anak untuk mengatasi
masalah perkawinan anak yang mendesak, penelitian ini menawarkan
landasan teoritis yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian
selanjutnya. Dengan mengkaji implementasi Peraturan Bupati
Pasuruan No. 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten
Layak Anak, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik
mengenai upaya pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak.
Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi studi-
studi selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak.
Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini sangat luas
dan berpotensi memberikan informasi serta solusi penting untuk
mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam
mengatasi tingginya angka perkawinan anak. Penelitian ini juga
membantu menjelaskan upaya pemerintah dalam
mengimplementasikan Peraturan Bupati Pasuruan, khususnya terkait
pembentukan Kabupaten Layak Anak. Wawasan praktis yang
dihasilkan sangat berharga karena membekali lembaga pemerintah
dengan pengetahuan dan strategi yang diperlukan untuk menangani

masalah sosial yang mendesak secara efektif. Dengan demikian, hasil
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penelitian ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman
mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak, tetapi juga
memberikan panduan praktis bagi pihak-pihak terkait dalam
menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-

anak di Kabupaten Pasuruan.
E. Definisi Operasional

1. Implementasi Hukum
Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa
implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam
kasus atau tindakan atau putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit,
menerapkan hukum dari law in book ke law in action. Dengan kata
lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah
diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.*®
2. Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Layak Anak atau singkatnya disebut dengan KLA
merupakan sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang
mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat
serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan

untuk memenuhi hak anak.*®

15 Muhammad Joni, Efektivitas Penerapan Hukum (Online), http://www.mjoni.com/opini/artikel-
hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html

16 Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 12, Diundangkan di Pasuruan, 27
Februari 2019
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3. Perkawinan Anak
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha
Esa. Perkawinan ini dilaksanakan ketika pria dan wanita berusia 19
tahun. Maka, yang disebut dengan perkawinan anak adalah ketika
seorang pria dan wanita menikah sebelum berusia 19 tahun.*’
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah kebijakan yang
dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan sebagai wujud komitmen
pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan, perlindungan, dan
penghormatan hak anak di seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks
penelitian ini, Peraturan Bupati tersebut dioperasionalkan sebagai
pedoman normatif dan programatik dalam mewujudkan Kabupaten
Layak Anak (KLA) yang meliputi lima klaster hak anak, yakni hak
sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu

luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

7 | embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Disahkan dan Diundangkan di
Jakarta, 2 Januari 1974
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Implementasi Peraturan Bupati ini menjadi acuan dalam
pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah yang melibatkan
lintas sektor dan masyarakat, khususnya dalam pencegahan
perkawinan usia anak sebagai salah satu indikator penting dalam
evaluasi KLA. Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan Peraturan
Bupati dilihat dari sejaunh mana substansi kebijakan ini dipahami,
didukung oleh struktur pelaksana yang memadai, serta diinternalisasi

dalam budaya hukum masyarakat setempat.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi lima bagian sistematis dalam penulisan
penelitian ini, yang terdiri dari:

1. BAB I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB 11 tinjauan pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu dan
kerangka teori/landasan teori.

3. BAB IlI metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data dan metode pengolahan data.

4. BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang analisis data
untuk menjawab rumusan masalah.

5. BAB V penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Widi Ayu Novitasari, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Kabupaten Layak Anak Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Pekon
Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat).”
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
penelitian lapangan atau kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis,
dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan
dokumentasi.*®

Kedua, penelitian oleh Berlianis Ocha Elishia, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten
Layak Anak Dalam Upaya Penangggulangan Kekerasan Seksual Terhadap
Anak Perspektif Figh Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Anak dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji).”
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

penelitian field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan

¥ Widi Ayu Novitasari, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung
Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat)” (Undergraduate Thesis, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021),
https://repository.radenintan.ac.id/16895/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.p
df.
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deskriptif analisis, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara
dan observasi.*®

Ketiga, penelitian oleh Guntur Jatmiko Aji, Yaqub Cikusin, Hirshi
Anadza, mahasiswa Universitas Islam Malang, “Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.” Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa
wawancara, observasi dan dokumentasi.”

Keempat, penelitian oleh Rinawati dan Annisa Fitri, mahasiswa
Universitas Ekasakti Padang, “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak
Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.” Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan metode pengumpulan data

berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.?*

19 Berlianis Ocha Elishia, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penangggulangan Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Perspektif Figh Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji)” (Undergraduate Thesis, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023),
https://repository.radenintan.ac.id/30671/1/SKRIPSI%20BAB%201%20DAN%202.pdf?__ cf chl_
tk=WOXV1KyXPKdkcMatgGduaEQsT_Wv0pi_chQxhvNzZDQ-1729820957-1.0.1.1-
6ZciCgcAKSPVNR3Kf8IKTL4MOe5g0ul2yRoxBdag2.M.

20 Guntur Jatmiko Aji, Yaqub Cikusin, dan Hirshi Anadza, “Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Anak,” Jurnal Respon Publik, no.1, 2021, 14-21.

2! Rinawati dan Annisa Fitri, “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat,” UNES Law Review, no.4, 2023, 4573-87,
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.
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No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Peneliti
1. | Widi Ayu | Implementasi Membahas Penelitian
Novitasari | Peraturan Daerah implementasi | terdahulu berfokus
Kabupaten Lampung | peraturan pada Figh Siyasah,
(Tahun Barat Nomor 3 Tahun | kabupaten sedangkan
2021) 2018 Tentang layak anak penelitian yang
Kabupaten Layak akan dilakukan
Anak Perspektif Figh berfokus pada
Siyasah (Studi Kasus pencegahan
Pekon Gedung Surian perkawinan anak
Kecamatan Gedung
Srian Kabupaten
Lampung Barat)
2. | Berlianis | Implementasi Membahas Penelitian
Ocha Peraturan Daerah implementasi | terdahulu berfokus
Elishia Kabupaten Mesuji peraturan pada
Nomor 2 Tahun 2020 | kabupaten penanggulangan
(Tahun Tentang Kabupaten layak anak kekerasan seksual
2023) Layak Anak Dalam terhadap anak
Upaya perspektif figh
Penangggulangan siyasah, sedangkan
Kekerasan Seksual penelitian yang
Terhadap Anak akan dilakukan
Perspektif Figh berfokus pada
Siyasah (Studi di pencegahan
Dinas Pemberdayaan perkawinan anak
Perempuan dan Anak
dan Gugus Tugas
Kabupaten Layak
Anak Kabupaten
Mesuji)
3. | Guntur Implementasi Membahas Penelitian
Jatmiko Kebijakan implementasi | terdahulu berfokus
Aji, Pengembangan peraturan pada pemenuhan
Yaqub Kabupaten/Kota kabupaten hak anak dan
Cikusin, Layak Anak di Kota layak anak perlindungan
Hirshi Malang dalam terhadap anak
Anadza Pemenuhan Hak Anak secara general,
(Tahun ie:]nallzerlmdungan sedangkan

penelitian yang
akan dilakukan
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2021) lebih fokus
terhadap
pencegahan
perkawinan anak

Rinawati | Implementasi Membahas Penelitian

dan Kebijakan Kabupaten | implementasi | terdahulu fokus

Annisa Layak Anak (KLA) di | peraturan pembahasannya

Fitri Kecamatan Kinali kabupaten lebih general,

Kabupaten Pasaman layak anak sedangkan

(Tahun Barat. penelitian yang

2023) akan dilakukan

lebih berfokus pada
implementasi
peraturan tersebut
dalam pencegahan
perkawinan anak

Penelitian yang dilakukan oleh Widi Ayu Novitasari berjudul
Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Perspektif Figh
Siyasah di Kabupaten Lombok Timur menitikberatkan pada kajian
implementasi kebijakan dengan pendekatan keislaman, khususnya figh
siyasah. Penelitian ini bersifat normatif-teologis dan tidak secara
mendalam menganalisis pelaksanaan kebijakan dalam konteks hukum
positif atau peraturan daerah secara formal. Selain itu, fokusnya adalah
pada nilai-nilai Islam dalam kebijakan layak anak secara umum, bukan
secara spesifik pada isu pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian,
penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang
menelaah secara empiris pelaksanaan dan efektivitas Peraturan Bupati No.
12 Tahun 2019 dalam konteks pencegahan perkawinan anak,

menggunakan kerangka analisis hukum positif.
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Penelitian Berlianis Ocha Elishia berjudul Perlindungan Anak
dalam Perspektif Figh Siyasah terhadap Kebijakan Kota Layak Anak di
Kota Bukittinggi. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji
perlindungan anak dari sisi hubungan antara kebijakan pemerintah daerah
dengan prinsip-prinsip figh siyasah. Meskipun membahas kebijakan layak
anak, pendekatan yang digunakan masih normatif dan lebih banyak
menyoroti kesesuaian nilai agama, bukan implementasi secara konkret di
lapangan. Penelitian ini tidak menyoroti mekanisme pelaksanaan program
di tingkat OPD atau masyarakat, dan tidak mengangkat isu perkawinan
anak sebagai bagian dari indikator kebijakan. Hal ini menjadi pembeda
dengan penelitian penulis yang menggunakan pendekatan empiris serta
menganalisis pelaksanaan peraturan bupati secara struktural dan kultural

dalam kerangka hukum.

Penelitian Guntur Jatmiko Aji berjudul Implementasi Kebijakan
Perlindungan Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak di Kota Tegal.
Fokus penelitian terletak pada pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak
sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Meskipun menggunakan
pendekatan empiris dan menyoroti pelaksanaan program, objek yang
diteliti bukanlah produk hukum berupa peraturan kepala daerah, melainkan
program pendidikan. Selain itu, penelitian ini tidak membahas indikator
pencegahan perkawinan anak, padahal isu tersebut menjadi bagian penting
dari kebijakan Kabupaten Layak Anak. Penelitian penulis berbeda karena

menitikberatkan pada pelaksanaan Peraturan Bupati sebagai instrumen
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hukum, bukan hanya program sektoral, serta menganalisis efektivitas

peraturan dalam menangani isu perkawinan anak secara langsung.

Penelitian Rinawati membahas Implementasi Perlindungan Anak
dari Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kabupaten Layak Anak di
Kabupaten Magetan. Fokus penelitian adalah pada aspek perlindungan dari
kekerasan seksual, dan bukan pada isu perkawinan anak. Selain itu,
kerangka analisis yang digunakan tidak menjadikan peraturan kepala
daerah (Peraturan Bupati) sebagai objek utama kajian, melainkan
pendekatan perlindungan secara luas. Penelitian ini tidak menggunakan
teori efektivitas hukum maupun pendekatan sistem hukum, sehingga ruang
analisisnya berbeda. Penelitian penulis menghadirkan pendekatan hukum
empiris yang lebih spesifik, dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan
Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019, menggunakan dua teori hukum

sebagai pisau analisis.
B. Kerangka Teori
1. Perkawinan Anak

a. Definisi Perkawinan
Perkawinan hanya diizinkan apabila usia pria dan wanita
telah mencapai 19 tahun.?? Perkawinan anak adalah pernikahan

yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya belum matang

22 | embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Diundangkan di Jakarta, 15
Oktober 2019.
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untuk melakukan pernikahan. Perkawinan anak adalah pernikahan
yang terjadi ketika usia pria dan wanita berada di bawah usia 18
tahun baik resmi maupun tidak. Bahkan, BKKBN menganjurkan
usia ideal untuk menikah bagi wanita adalah minimal 21 tahun dan
untuk pria yakni minimal 25 tahun. Karena pada usia tersebut
organ reproduksi pada wanita secara psikologis sudah berkembang
dan kuat serta sudah siap untuk melahirkan. Begitu juga pada pria,
pada usia tersebut sudah dianggap siap menopang kehidupan
keluarganya.”®
b. Faktor Penyebab Perkawinan Anak
1) Hamil di Luar Nikah
Hasil penelitian sebuah jurnal menunjukkan bahwa
status pernikahan saat melakukan seks pertama kali memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap perilaku menikah dini pada
wanita. Artinya, apakah seorang wanita sudah menikah atau
belum saat pertama kali berhubungan seks memengaruhi
kemungkinan dia menikah pada usia muda.
Dalam hasil penelitian jurnal tersebut juga
menunjukkan bahwa wanita yang melakukan hubungan seks

setelah menikah memiliki risiko 0,365 kali lebih rendah untuk

2% Husnul Fatimah dkk., Perkawinan anak dan Upaya Pencegahannya (Yogyakarta: CV Mine,
2021), 2, https://repo-
dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/29141/BUKU%20PERNIKAHAN%20DINI%20DA
N%20UPAY A%20PENCEGAHANNY A.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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menikah dini dibandingkan dengan wanita yang melakukan
hubungan seks sebelum menikah. Ini berarti, wanita yang
terlibat dalam pergaulan bebas (seks sebelum menikah) lebih
berisiko untuk menikah muda.**

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang mengatakan bahwa pergaulan bebas, seperti pacaran yang
berlanjut ke hubungan seks di luar nikah, sering kali berujung
pada perkawinan anak, terutama ketika wanita hamil sebelum
menikah. Selain itu, perkembangan media sosial yang pesat
juga mempermudah akses ke konten yang berhubungan dengan
hubungan sosial, yang dapat memengaruhi perilaku ini.*

2) Daerah Tempat Tinggal

Penelitian  menunjukkan bahwa tempat tinggal
mempengaruhi perkawinan anak. Wanita yang tinggal di desa
cenderung lebih sering menikah di usia muda dibandingkan
wanita yang tinggal di kota. Wanita di desa memiliki
kemungkinan untuk menikah dini 1,425 kali lebih besar. Hal
ini sesuai dengan temuan dari penelitian sebelumnya, yang juga
menyatakan bahwa tempat tinggal berpengaruh terhadap

perkawinan anak. Di desa, rata-rata usia menikah lebih muda,

%% Adinda Hermambang dkk., “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di
Indonesia,” Jurnal Kependudukan Indonesia 16, no. 1 (2021): 7,
https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428.

2 Hermambang dkk., 8.
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sedangkan yang tinggal di kota biasanya akan fokus pada
pendidikan dan karier yang lebih tinggi, sehingga mereka yang

tinggal di kota lebih menunda pernikahan.?
3) Ekonomi

Pernikahan usia anak seringkali disebabkan oleh
kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Dalam situasi ini, orang
tua mungkin merasa bahwa menikahkan anak perempuannya
adalah solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Mereka akan mencari pasangan yang dianggap mampu secara
finansial untuk anak perempuannya. Kemiskinan dan status
ekonomi orang tua sangat memengaruhi keputusan pernikahan
anak mereka. Semakin baik kondisi ekonomi orang tua,
semakin lambat pula anak perempuan mereka menikah di usia

muda.?’

4) Pendidikan
Pemerataan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya
tercapai, dan ini berpengaruh pada pengetahuan orang,
terutama bagi perempuan yang menikah dini. Banyak

perempuan yang menikah muda belum memiliki pengetahuan

%6 Hermambang dkk., 9.

2" Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak
Pernikahan Usia Dini,” Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal llmiah STIKES Kendal 12, no. 2 (2022):
402.
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cukup tentang pernikahan karena lingkungan sosial yang masih
menganggap pendidikan perempuan tidak penting. Ada
anggapan bahwa perempuan hanya akan kembali ke pekerjaan
rumah tangga setelah menikah, sehingga mereka tidak diberi

kesempatan untuk belajar lebih banyak.?®

Pandangan ini membuat banyak perempuan tidak sadar
bahwa mereka juga berhak menentukan pilihan dalam hidup,
termasuk dalam hubungan dengan pasangan. Selain itu,
pendidikan yang rendah bisa mempengaruhi kondisi ekonomi,
karena mereka sulit mencari pekerjaan yang baik. Masyarakat
dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati
dalam memutuskan untuk menikah, karena mereka lebih fokus
pada pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan yang baik juga
membantu seseorang memiliki pola pikir yang lebih matang,
sehingga bisa lebih bijak dalam menyikapi pengaruh dari

lingkungan sekitarnya.”

c. Dampak Perkawinan Anak
Perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif yang
berbahaya bagi mereka yang mengalaminya, baik bagi anak

perempuan yang menikah maupun bagi keluarga mereka. Di

%8 Yana Indawati dkk., “Faktor dan Dampak Pernikaha Dini Dalam Perspektif Undang-Undang
Perkawinan,” Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 4, no. 1 (2024): 86.
? Indawati dkk., 87.
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Indonesia, angka perkawinan anak sangat tinggi, terutama di
kalangan perempuan muda di bawah usia 15 tahun. Banyak anak
perempuan yang menikah pada usia dini terpaksa berhenti sekolah,
dan mereka sering kali merasa terlalu lelah untuk melanjutkan
pendidikan karena harus mengurus rumah tangga.*

Bagi kesehatan, perkawinan anak dapat membahayakan
tubuh anak perempuan karena organ reproduksi mereka belum
sepenuhnya berkembang. Kehamilan pada usia sangat muda
meningkatkan risiko komplikasi medis yang bisa membahayakan
ibu dan bayi, seperti kematian ibu, kelahiran prematur, atau bayi
yang lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, kehamilan pada
usia dini juga berisiko menyebabkan penyakit serius pada ibu,
seperti fistula obstetrik, yang merusak organ kewanitaan.

Pada usia dini, organ reproduksi belum sepenuhnya
berkembang dan matang, sehingga belum siap untuk menjalankan
fungsinya dengan baik. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah
kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi ibu,
seperti anemia, yang terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang
cukup untuk tubuh mereka. Remaja hamil seringkali tidak

memperhatikan pola makan yang seimbang, sehingga tidak

% Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” Jurnal
Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021): 742, https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279.
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mendapatkan cukup gizi yang dibutuhkan, yang pada akhirnya
dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Selain itu, perawatan kehamilan pada usia dini juga sering
terlambat dibandingkan dengan wanita yang lebih dewasa. Karena
kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan pola makan yang
kurang baik, risiko masalah kesehatan seperti anemia semakin
tinggi. Semua faktor ini menunjukkan betapa berbahayanya
pernikahan pada usia dini bagi kesehatan ibu dan janin.**

Perkawinan anak juga mempengaruhi hubungan dalam
keluarga. Jika pernikahan berjalan baik, keluarga bisa bahagia, tapi
jika pernikahan gagal, bisa menyebabkan kekecewaan dan merusak
hubungan antar keluarga. Selain itu, perkawinan anak
memperburuk  ketidaksetaraan gender dan  menyebabkan
kemiskinan yang berkelanjutan, karena anak perempuan yang
menikah dini seringkali tidak melanjutkan pendidikan dan terjebak
dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ini menciptakan siklus yang
merugikan mereka dan generasi berikutnya. Secara keseluruhan,
perkawinan anak bukan hanya merugikan kesehatan dan masa
depan anak perempuan, tetapi juga berdampak buruk pada

kesejahteraan masyarakat dan keluarga secara lebih luas.*

3! Hadina Hadina dkk., “Dampak Pernikahan Anak Perempuan,” Napande Jurnal Bidan 2, no. 1
(2023): 22, https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/njb/article/download/2142/734.
%2 Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” 743.
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2. Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berperan
sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Secara
fundamental, sifat hukum bersifat konservatif, yaitu menjaga dan
mempertahankan capaian-capaian sosial yang telah ada. Fungsi ini sangat
penting, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami proses
pembangunan, karena hasil-hasil pembangunan tersebut perlu dijaga dan
diamankan. Namun demikian, dalam konteks masyarakat yang sedang
mengalami transformasi cepat, seperti masyarakat yang sedang
membangun, hukum tidak cukup hanya bersifat konservatif. Hukum juga
dituntut untuk turut serta dalam mendorong perubahan sosial tersebut.
Pandangan lama yang hanya menekankan pada peran hukum sebagai
penjaga stabilitas, dianggap membatasi kontribusi hukum dalam proses
pembaruan sosial.*

Konsep hukum sebagai pendukung pembangunan ini kemudian
dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan atau sering disebut sebagai
Mazhab UNPAD, yang dirumuskan lebih lanjut oleh murid-murid

Mochtar. Teori ini muncul dari dua latar belakang utama. Pertama, adanya

anggapan bahwa hukum kerap dianggap tidak mampu bahkan

%% Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya
Tulis) (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 14.
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menghambat perubahan sosial.**

Kedua, adanya realitas bahwa pemikiran
masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju sistem hukum modern.®

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, jika hukum
disederhanakan ke dalam satu tujuan utama, maka tujuan tersebut adalah
mewujudkan ketertiban, yang merupakan prasyarat bagi terbentuknya
masyarakat yang teratur.®*® Tujuan lainnya adalah pencapaian keadilan,
yang substansinya senantiasa berubah tergantung pada konteks waktu dan
masyarakat. Untuk menjamin ketertiban tersebut, dibutuhkan kepastian
hukum agar interaksi sosial berjalan dengan terarah. Tanpa kepastian
hukum, potensi dan kemampuan manusia tidak akan berkembang secara
maksimal.

Namun, dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak
cukup hanya menjamin kepastian dan ketertiban. Oleh karena itu, menurut
Mochtar, hukum juga harus berperan sebagai sarana pembaruan sosial atau
alat pembangunan (law as a tool of social engineering).®” Pandangan ini
dilandasi oleh dua pokok pikiran utama:

a. Ketertiban dan keteraturan dianggap sebagai unsur yang sangat
penting, bahkan mutlak, dalam proses pembangunan dan perubahan

sosial.

3 Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam, 5.

% Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,
(Bandung: Bina Cipta), 2-3.

% Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 13.

3" Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung:
Binacipta, 1995), 13.
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b. Hukum, sebagai sistem norma dan kaidah, diyakini dapat menjadi alat
pengarah bagi tindakan-tindakan manusia ke arah tujuan pembangunan

dan pembaruan yang diinginkan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pengertian hukum
yang memadai harus mencakup tidak hanya norma atau asas-asas yang
mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, melainkan juga lembaga-
lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang diperlukan
untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.*®* Pandangan ini
menegaskan bahwa pendekatan normatif semata tidaklah cukup untuk
memahami hukum secara menyeluruh. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan
yang holistik yang mencakup empat komponen utama: asas, kaidah,

lembaga, dan proses hukum.
3. Kabupaten Layak Anak

a. Definisi Kabupaten Layak Anak
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah daerah yang
mengembangkan berbagai cara untuk memenuhi hak anak dan
melindungi mereka. Hal ini dilakukan melalui kerjasama antara
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dengan perencanaan yang
matang dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan hak

anak terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

%% Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional,
(Bandung: Binacipta, 1986), 11.



30

KLA juga menjadi alat bagi negara untuk mengevaluasi dan
mengembangkan kebijakan perlindungan anak, yang meliputi
pemenuhan hak anak ®" perlindungan khusus anak, sesuai dengan
Undang-Undang Perlindungan Anak.*

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah program yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk
memastikan bahwa hak-hak anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak,
dapat dipenuhi dengan baik di tingkat kabupaten atau kota. Untuk
mencapai tujuan ini, ada 31 indikator yang harus dipenuhi. Setiap
indikator memiliki target yang harus dicapai, agar anak-anak dapat
hidup dengan baik, tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta
dilindungi dari berbagai ancaman atau bahaya. Selain itu, kebijakan ini
juga menekankan pada prinsip-prinsip penting, seperti menghargai
pendapat anak, tidak diskriminatif, dan memastikan kepentingan
terbaik bagi anak.*°

Program Kota Layak Anak (KLA) pertama kali diperkenalkan
oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KemenPPPA) pada tahun 2005. Program ini bertujuan untuk

menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak di

% Irwan Irwan dkk., “Sosialisasi Pnguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di
Kabupaten Pasaman Barat,” PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), no. 2 (2022): 399,
https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1243.

40 Mutiara Jamaluddin, Rustan IR, dan Abdul Khalik, “Implementasi Peraturan Bupati Polewali
Mandar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak,” Journal Pegguruang:
Conference Series, no. 2 (2024): 687, https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5449.
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setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Program ini dimulai dengan
mengembangkan 5 Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2006.
Untuk mempercepat pencapaian Kota Layak Anak di seluruh
Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia mengeluarkan empat peraturan yang menjadi
panduan dalam pengembangan KLA, yaitu:*!

1) 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak.

2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak.

4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2011 tentang Evaluasi Kebijakan/Kota Layak Anak.

b. Indikator Kabupaten Layak Anak

Untuk menilai apakah suatu kabupaten atau kota layak bagi
anak dan sejauh mana upaya pemenuhan hak anak di daerahnya, maka
indikator ini menjadi panduan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota dalam merencanakan, menjalankan, serta mengevaluasi

kebijakan dan program yang mendukung hak anak. Kementerian

* Husamuddin Fadhil Sinduwardoyo, “Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) Terhadap
Tumbuh Kembang Anak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan” (Undergraduate Thesis,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 26-27,
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62357/1/Husamuddin%20Fadhil%20Si
nduwardoyo.pdf.
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan
31 indikator yang terbagi dalam dua bagian besar: penguatan
kelembagaan (sistem dan struktur yang mendukung kebijakan ini) dan
5 klaster utama, yang menjadi standar pemenuhan hak anak. Indikator
ini disusun bersama berbagai pemangku kebijakan di tingkat nasional

dan daerah agar dapat diterapkan secara efektif.

Penguatan kelembagaan mencakup berbagai aspek yang
memastikan pemerintah daerah serius dalam melindungi dan
memenuhi hak anak. Beberapa indikator dalam penguatan

kelembagaan meliputi:*

1) Adanya aturan atau kebijakan yang mendukung pemenuhan
dan perlindungan hak anak.

2) Tersedianya anggaran khusus untuk program pemenuhan hak
anak dan penguatan lembaga yang terlibat.

3) Adanya tenaga profesional yang terlatih dalam Konvensi Hak
Anak (KHA) dan mampu menerapkannya dalam kebijakan
serta program daerah.

4) Keterlibatan berbagai lembaga masyarakat dalam mendukung
pemenuhan hak anak.

5) Peran aktif media massa dan dunia usaha dalam mendukung

serta melindungi hak anak.

2 peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
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Sedangkan lima klaster utamanya, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang mencakup hak anak
untuk memiliki identitas diri, kebebasan berekspresi, akses
terhadap informasi yang ramah anak, serta perlindungan dari
diskriminasi.

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang
memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang baik dalam
keluarga, serta tersedianya sistem pengasuhan alternatif yang
layak bagi anak yang membutuhkan.

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti layanan
kesehatan, gizi yang cukup, serta lingkungan yang aman dan
bersih untuk tumbuh kembang mereka.

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan
Budaya, yang menjamin setiap anak mendapatkan pendidikan
yang berkualitas, kesempatan bermain, serta akses terhadap
kegiatan budaya dan seni yang mendukung perkembangan
mereka.

Klaster Perlindungan Khusus, yang memberikan perhatian
khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan, seperti korban
kekerasan, eksploitasi, anak dengan disabilitas, anak yang
berhadapan dengan hukum, serta anak yang terdampak bencana

atau konflik sosial.
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4. Sistem Hukum

Efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan
oleh tiga unsur utama dalam sistem hukum. Sistem hukum merupakan
suatu kesatuan yang menyeluruh, terdiri atas berbagai aspek dan elemen
yang saling berkaitan dan membentuk tatanan hukum yang terpadu dan
fungsional.43 Tiga komponen pokok yang menyusun sistem hukum
tersebut adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki peran
yang saling menunjang dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang mencakup seluruh
aspek dan elemen yang saling berhubungan dalam membentuk tatanan
hukum yang utuh dan terpadu. Dalam sistem hukum terdapat tiga unsur
pokok, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.**

a. Struktur Hukum
Struktur hukum mencakup seluruh lembaga atau pranata yang
berperan dalam proses hukum, mulai dari pembentukan, pelaksanaan,

hingga penegakannya. Unsur ini terdiri atas aparat pembuat kebijakan

*3 Marbun dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Ull Press,
2001), 21.

* Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel
Sage Foundation, 1975), 6.
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hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum.* Struktur hukum

menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain:

1) Proses pembentukan atau perumusan hukum

2) Penyebarluasan dan pembudayaan nilai-nilai hukum dalam
masyarakat

3) Pelaksanaan penegakan hukum secara nyata

4) Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan sistem hukum.

Meskipun suatu peraturan perundang-undangan telah dirancang
dan disahkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, namun jika
pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,
maka keberadaan peraturan tersebut tidak akan memberikan dampak
nyata dan hanya menjadi wacana semata. Oleh karena itu, struktur
hukum memiliki peran penting dan harus berfungsi secara aktif dalam
proses pembentukan hukum, penyebaran serta internalisasi nilai-nilai
hukum kepada masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, dan
pengelolaan administrasi hukum yang menyangkut hak dan kewajiban

subyek hukum,

Di antara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan
hukum memegang peranan yang sangat vital, karena pada dasarnya
hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan Yyang

disampaikan kepada masyarakat. Melalui proses penyampaian

*® Friedman, The Legal System, 16.
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tersebut, diharapkan masyarakat memahami isi dan maksud dari
ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tumbuh kesadaran hukum

yang mendorong kepatuhan secara sukarela tanpa perlu pemaksaan.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan isi atau materi
hukum yang terdiri dari peraturan, norma, asas, serta ketentuan hukum
yang dihasilkan oleh struktur hukum melalui proses legislasi, yudikasi,
maupun kebijakan administratif.“ Substansi ini mencakup produk
hukum vyang bersifat tertulis, seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pejabat berwenang,
maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan, adat istiadat, atau
praktik hukum yang telah berkembang dan diakui secara sosial dalam
masyarakat. Substansi hukum berperan sebagai dasar normatif yang
mengatur hak dan kewajiban para subyek hukum serta menjadi
pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Dengan kata lain, substansi hukum adalah cerminan dari nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat yang kemudian diformulasikan ke
dalam bentuk hukum positif oleh lembaga-lembaga yang berwenang.
Kualitas substansi hukum sangat menentukan efektivitas penegakan
hukum itu sendiri. Apabila substansi hukum tidak adil, tidak relevan

dengan kebutuhan masyarakat, atau bertentangan dengan prinsip-

*® Friedman, The Legal System, 15.
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prinsip hukum universal, maka hukum akan kehilangan legitimasinya.
Oleh karena itu, dalam pembentukan substansi hukum perlu
memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar
peraturan yang dihasilkan dapat diterima, ditaati, dan dijalankan secara
efektif oleh masyarakat.

Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum
yang mencerminkan sikap, perilaku, pola pikir, dan kebiasaan
masyarakat dalam merespons hukum yang berlaku. Budaya hukum
tidak hanya terbatas pada pengetahuan atau pemahaman terhadap
aturan hukum, tetapi juga mencakup sejauh mana individu dan
kelompok dalam masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen untuk
mematuhi atau bahkan melanggar hukum. Dalam konteks ini, budaya
hukum menjadi kekuatan sosial yang memengaruhi efektivitas
penegakan hukum di suatu negara. Salah satu pilar utama dari budaya
hukum adalah kesadaran hukum, yaitu pemahaman dan penerimaan
masyarakat terhadap keberadaan hukum sebagai norma yang harus
dihormati dan ditaati.

Kesadaran hukum yang tinggi akan melahirkan masyarakat
yang patuh dan taat terhadap hukum tanpa harus ditekan oleh ancaman
sanksi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan
terjadinya pelanggaran hukum yang meluas, bahkan menimbulkan

tanda tanya mengenai mengapa hukum tidak dipatuhi, padahal telah
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disusun dengan mekanisme yang sah. Dalam hal ini, budaya hukum
menjadi fondasi moral dan sosial bagi keberlakuan suatu sistem
hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang kuat, maka sebaik dan
secanggih apa pun peraturan dan struktur hukum yang dibangun, tidak
akan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pembentukan
budaya hukum harus menjadi bagian integral dari pembangunan
hukum nasional, melalui pendidikan hukum, keteladanan aparat
penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan

supremasi hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa
sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi
hukum, dan budaya hukum, yang semuanya harus berfungsi secara
sinergis agar hukum dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Ketiga
unsur ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang
berdaya guna. Tujuan tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 88
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa
penyebarluasan peraturan perundang-undangan bertujuan agar masyarakat
dapat memahami serta memberikan masukan terhadap peraturan yang

telah diundangkan.*’

" Ppasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau
penelitian Iapangan,48 yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai gejala
sosial yang hidup di masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Pemilihan
jenis penelitian ini dilakukan karena fokus utama skripsi adalah menganalisis
bagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 diimplementasikan
secara nyata oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan, serta sejauh mana
efektivitasnya dalam mencegah perkawinan anak. Dengan menggunakan jenis
penelitian hukum empiris, peneliti dapat memperoleh data langsung dari
lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini penting
untuk mengetahui apakah substansi Peraturan Bupati benar-benar
dijalankan, bagaimana peran aparat pelaksana, serta bagaimana respons
masyarakat terhadap peraturan tersebut. Melalui pendekatan ini pula,
peneliti dapat menemukan kesenjangan antara teks peraturan dengan
praktik pelaksanaannya, yang tidak bisa diperoleh hanya dengan studi

normatif.

*8 Muhaimin Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),
25, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.
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B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah

f149

pendekatan deskriptif kualitati karena data yang dikumpulkan bersifat

naratif, berupa wawancara mendalam dan dokumentasi program yang dijalankan
oleh Dinas P3AP2KB dan pemangku kepentingan lainnya.

Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat menggali
informasi secara mendalam, termasuk pemahaman pelaksana kebijakan
terhadap isi Peraturan Bupati, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta
tantangan yang dihadapi dalam mencegah perkawinan anak. Dengan
pendekatan ini, peneliti tidak hanya menyampaikan data secara angka atau
statistik, tetapi juga mendeskripsikan makna dan konteks di balik
pelaksanaan kebijakan, serta menginterpretasikan hubungan antara hukum
dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Pasuruan. Selain itu,
pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengaitkan temuan empiris
dengan teori implementasi kebijakan (Edward I11) dan efektivitas hukum
(Lawrence M. Friedman) secara mendalam dan reflektif, bukan sekadar

permukaan.
C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

9 Sugiyono Sugiyono, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2017), 213.
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Berencana Kabupaten Pasuruan (DP3AP2KB) di Bidang PUGP3A. Alasan
peneliti memilih Kabupaten Pasuruan adalah karena berdasarkan data yang
telah dipaparkan dalam latar belakang, angka perkawinan anak atau
perkawinan anak terbilang masih cukup tinggi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,
tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Kabupaten Pasuruan dipilih karena telah memiliki Peraturan Bupati No. 12
Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, namun masih
menempati peringkat ke-4 tertinggi dalam angka perkawinan anak di Jawa
Timur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan
praktik di lapangan, sehingga penting untuk meneliti efektivitas

implementasi kebijakan tersebut.

. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan adalah informasi mengenai
pengimplementasian serta efektivitas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dari
sumber data. Yang mana terdapat dua sumber data, yakni sumber data
primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperolen melalui wawancara secara langsung

dengan informan kunci yakni Kepala Bidang PUGP3A yakni Ibu Dewi



42

Arofah, S.E., M.M., staf fungsional yakni lbu Dewi Ulfah, S.H., staf
UPTD PPA yakni Bapak Pipit Sabaruddin, S.E. sebagai informan
tambahan dan masyarakat Kecamatan Gondangwetan yakni Akmalia
selaku pelaku perkawinan anak, serta Ibu Khotimah selaku Ibu Mertua
Akmalia. Dengan demikian, informasi yang diperoleh akan lebih

komprehensif.
2. Data Sekunder

Data sekunder bisa diperoleh melalui dokumentasi, jurnal,
melalui pendalaman terhadap buku Mochtar Kusuma-Atmadja dan
Teori Hukum Pembangunan (Eksistensi dan Implikasi) dan Buku

Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Lawrence M. Friedman.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara dialog antar dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka untuk
memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik wawancara yang
digunakan adalah wawancara secara semi terstruktur.”® Peneliti akan
bertanya kepada informan dengan pertanyaan yang telah disiapkan
namun tetap ada fleksibiltas dalam menyampaikan pertanyaan. Teknik

penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

%0 Ridwan Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, Metode Penelitian (Bengkulu: Yayasan
Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 45.
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purposive dan dikembangkan melalui teknik snowball sampling.
Peneliti terlebih dahulu menentukan informan kunci seperti Kepala
Bidang PUGP3A yakni Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M., staf fungsional
di PUGP3A yakni Ibu Dewi Ulfah, S.H., dan staf UPTD PPA yakni
Bapak Pipit Sabaruddin, S.E. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi
dari informan tersebut, peneliti memperoleh akses kepada informan
tambahan seperti kader desa yakni Ibu Evi Novitasari, masyarakat,
serta pelaku dan keluarga yang terlibat dalam praktik perkawinan anak
yakni Akmalia selaku pelaku perkawinan anak serta Ibu Khotimah
selaku Ibu Mertua Akmalia. Teknik snowball ini memungkinkan
peneliti menjangkau informan yang relevan namun sulit diidentifikasi

secara langsung.

Tabel 3.1 Data Informan

No Nama Informan Keterangan

1 | Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. Kepala Bidang PUGP3A Kabupaten
Pasuruan

2 | Ibu Dewi Ulfah, S.H. Staf Fungsional PUGP3A Kabupaten
Pasuruan

3 | Bapak Pipit Sabaruddin, S.E. Staf UPTD PPA Kabupaten Pasuruan

4 | Akmalia Pelaku Perkawinan Anak, Warga
Kecamatan Gondangwetan

5 | lIbu Khotimah Ibu Mertua Akmalia

Ibu Evi Novitasari

Kader Desa
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2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data yang berbentuk dokumen, yakni bisa
berbentuk tulisan cetak, gambar, buku serta rekaman yang
berhubungan dengan fenomena atau kejadian dalam penelitian. Dalam
penelitian ini akan dikumpulkan terkait data perkawinan <20 tahun
yang terjadi di tiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang didapatkan

melalui DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari hasil
wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan akan diolah secara
sistematis melalui lima tahapan berikut:

1. Pemeriksaan Data
Tahap pertama adalah melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh
data mentah, terutama hasil wawancara dengan informan dari
DP3AP2KB, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Peneliti
memastikan bahwa tidak ada kesalahan penulisan, penghilangan
informasi penting, atau kekeliruan penafsiran dalam transkrip.
Misalnya, ketika informan menyampaikan proses koordinasi
antarlembaga dalam melaksanakan Peraturan Bupati, peneliti
mencocokkan transkrip dengan rekaman untuk memastikan
keakuratan kutipan dan maksud informan. Pemeriksaan ini penting
karena data tersebut akan menjadi dasar analisis implementasi dan

efektivitas kebijakan.
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2. Klasifikasi
Setelah data dinyatakan layak, peneliti melakukan klasifikasi atau
pengelompokan data ke dalam beberapa kategori tematik. Kategori
tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni dari sisi
implementasi kebijakan (berdasarkan teori Edward I11): komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi efektivitas
hukum (berdasarkan teori Lawrence M. Friedman): struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum. Pengelompokan ini membantu
peneliti mempermudah tahap analisis, karena masing-masing bagian
data akan dikaitkan dengan teori yang sesuai.
3. Verifikasi

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan verifikasi silang
antara hasil transkrip dengan rekaman wawancara asli, serta
membandingkan data dari berbagai sumber. Metode ini disebut
triangulasi sumber, yang membantu peneliti memastikan bahwa
informasi yang digunakan konsisten, tidak bias, dan layak dijadikan
dasar analisis. Misalnya pernyataan kepala bidang dari Dinas
P3AP2KB tentang kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati akan
diverifikasi dengan mendengarkan hasil rekaman ketika wawancara,
dokumentasi program dan pernyataan kader desa atau tokoh
masyarakat. Triangulasi ini bertujuan agar data yang digunakan adalah
data yang telah diuji kebenarannya dan tidak bersifat sepihak,

sehingga analisis menjadi lebih objektif dan valid.
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4. Analisis
Tahap analisis dilakukan dengan cara mengaitkan data empiris dengan
teori yang digunakan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif
kualitatif, yaitu menggambarkan secara naratif bagaimana
implementasi dan efektivitas Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019
berjalan, serta menghubungkannya dengan teori Edward Il (untuk
implementasi) dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (untuk
efektivitas). Analisis ini membantu peneliti menyederhanakan
kompleksitas data menjadi temuan yang bermakna sesuai fokus
penelitian.

5. Pembuatan Kesimpulan
Setelah proses analisis, peneliti menyusun kesimpulan dari hasil
penelitian berdasarkan jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan
ditulis dengan bahasa yang padat, jelas, dan mudah dipahami, agar
pembaca mendapatkan gambaran utuh tentang sejauh mana Peraturan
Bupati No. 12 Tahun 2019 telah diimplementasikan dan sejauh mana
efektivitasnya dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten

Pasuruan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh DP3AP2KB
Kabupaten Pasuruan berdasarkan Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja

Perkawinan anak masih marak terjadi di Kabupaten Pasuruan,
seperti yang telah dicantumkan di latar belakang, Kepala Bidang PUGP3A
menyatakan bahwa Kabupaten Pasuruan menempati posisi ke 4 jumlah
perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Namun, Kabupaten Pasuruan
terus berupaya menekan angka perkawinan anak dengan berupaya
memenuhi 24 indikator KLA. Hingga akhirnya lahirlah Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten
Layak Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang layak dan
ramah bagi anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang

PUGP3A Kabupaten Pasuruan, yakni Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M.:>*

"Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk
menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi
anak-anak. Salah satu indikator pentingnya adalah
menurunkan angka perkawinan anak. Melalui lima klaster
dan 24 indikator, kami mencoba membentuk ekosistem
yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk lewat
sekolah, pesantren, dan ruang bermain anak."

*! Arofah, wawancara, (Pasuruan, 30 April 2025).
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Ibu Dewi Ulfah, S.H., selaku staf fungsional juga menambahkan:>?

"Peraturan ini juga bertujuan agar semua stakeholder
baik dari OPD, masyarakat, hingga dunia usaha terlibat
dalam perlindungan anak. Misalnya, tidak boleh ada
pekerja anak di perusahaan. Jadi, Peraturan Bupati ini
bukan hanya soal aturan, tapi juga perubahan cara
pandang masyarakat terhadap hak anak."

Jawaban dari kedua informan menunjukkan bahwa mereka
memiliki pemahaman yang cukup komprehensif mengenai tujuan utama
dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019. Ibu Dewi Arofah,
S.E., M.M. secara eksplisit menyebut bahwa tujuan peraturan ini adalah
menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak, dengan
fokus pada upaya menurunkan angka perkawinan anak. la menjelaskan
bahwa peraturan ini dijabarkan melalui lima klaster dan 24 indikator, yang
diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti sekolah ramah anak,
pesantren ramah anak, hingga penyediaan ruang bermain. Hal ini
menunjukkan bahwa informan memahami tujuan Peraturan Bupati tidak
hanya sebagai aturan administratif, tetapi sebagai upaya strategis dan
menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor dalam mendukung tumbuh

kembang anak.

Sementara itu, Ibu Dewi Ulfah, S.H. menyoroti aspek partisipasi
dari seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak. la memberikan
contoh konkret bahwa dunia usaha pun harus terlibat, seperti dengan tidak

mempekerjakan anak. Pernyataan ini menegaskan bahwa informan

°2 Dewi Ulfah, S.H., wawancara. (Pasuruan, 30 April 2025)
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memahami bahwa tujuan Peraturan Bupati ini lebih luas daripada hanya
pelarangan atau pembatasan, melainkan mencakup upaya membangun
kesadaran kolektif tentang hak-hak anak dan perlunya perubahan pola
pikir di masyarakat. la juga melihat bahwa keberhasilan kebijakan tidak
hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif semua

elemen masyarakat.

Secara umum, kedua jawaban menggambarkan pemahaman yang
baik terhadap misi dan ruang lingkup Peraturan Bupati ini. Mereka tidak
hanya menyebut tujuan secara umum, tetapi mampu menjabarkan bentuk-
bentuk konkret dari implementasi kebijakan tersebut serta menekankan
pentingnya kolaborasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat
pelaksana kebijakan, pemahaman terhadap visi besar Kabupaten Layak
Anak sudah mulai tertanam, meskipun tantangan dalam implementasinya

mungkin masih ada di lapangan.

Selain memahami tujuan dari Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12
Tahun 2019, penting pula untuk meninjau sejauh mana peraturan tersebut
telah berdampak dalam mengubah perilaku masyarakat, khususnya terkait
praktik perkawinan anak. Dalam hal ini, peneliti menggali pandangan

informan mengenai dampak nyata dari keberadaan kebijakan ini terhadap
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pola pikir dan tindakan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M.:>

"Perubahannya memang belum drastis, tapi sudah mulai
terasa. Masyarakat sudah mulai sadar pentingnya
kesehatan reproduksi dan usia ideal menikah. Tapi karena
budaya, perubahan itu pelan-pelan. Misalnya, sekarang
sudah ada yang paham bahwa usia alat reproduksi
perempuan baru benar-benar siap di usia 21."

Ibu Dewi Ulfah, S.H., S.H. juga menambahkan:**

"Ya, dampaknya mulai terlihat. Sekarang masyarakat
banyak yang mencari informasi lebih dulu sebelum
menikahkan anaknya. Tapi tetap saja, masih ada orang
tua yang takut anaknya tidak laku, sehingga tetap
menjodohkan. Jadi, perubahannya belum merata.”

Jawaban dari Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menegaskan bahwa
perubahan sosial akibat keberadaan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019
memang mulai terjadi, walaupun belum signifikan atau merata. la
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan
reproduksi dan usia ideal menikah (seperti pemahaman bahwa alat
reproduksi baru matang di usia 21 tahun) sudah mulai tumbuh. Ini
merupakan indikator bahwa sebagian masyarakat mulai menerima pesan-
pesan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, terutama melalui

pendekatan kesehatan.

Namun, informan juga menyadari bahwa faktor budaya tetap

menjadi penghambat utama dalam mendorong perubahan sikap yang lebih

5% Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
> Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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luas. Artinya, norma sosial yang telah mengakar lama masih menjadi
tantangan yang memperlambat internalisasi nilai baru yang dibawa oleh

kebijakan.

Sementara itu, jawaban Ibu Dewi Ulfah, S.H. memperkuat
pandangan tersebut dengan menekankan bahwa dampak Peraturan Bupati
mulai terlihat, terutama pada meningkatnya minat masyarakat untuk
mencari informasi terlebih dahulu sebelum menikahkan anaknya. Ini
menunjukkan bahwa peraturan sudah mulai mengubah pola pikir sebagian
masyarakat dari yang pasif menjadi lebih aktif dalam mengambil

keputusan pernikahan anak.

Namun, seperti yang telah disampaikan Ibu Dewi Arofah, S.E.,
M.M. hambatan budaya tetap menjadi sorotan utama. Praktik perjodohan
masih terjadi karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap status anak
perempuan yang belum menikah di usia tertentu. Hal ini menandakan
bahwa walaupun regulasi telah hadir dan mulai memengaruhi cara berpikir
sebagian masyarakat, nilai-nilai tradisional tetap menjadi benteng yang

sulit ditembus oleh logika hukum dan kesehatan.

Dalam menelaah efektivitas Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, pemahaman
pelaksana terhadap tujuan peraturan serta pengaruhnya terhadap perilaku
masyarakat menjadi salah satu indikator penting. Berdasarkan wawancara

dengan dua informan utama, yaitu Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. dan lbu
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Dewi Ulfah, S.H. dapat diketahui bahwa mereka memahami bahwa tujuan
utama peraturan ini adalah menciptakan lingkungan yang ramah anak serta
menurunkan angka perkawinan anak melalui pendekatan yang holistik.
Hal ini mencakup keterlibatan lintas sektor, mulai dari lembaga
pendidikan hingga dunia usaha, dalam menciptakan ekosistem yang

mendukung tumbuh kembang anak.

Namun, dalam implementasinya, perubahan perilaku masyarakat
terhadap praktik perkawinan anak belum sepenuhnya merata. Keduanya
mengakui bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran, sebagian
masyarakat masih mempertahankan pola pikir lama, seperti ketakutan anak
perempuan tidak “laku” jika menunda pernikahan. Bahkan, praktik
perjodohan masih berlangsung dengan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa
proses internalisasi nilai-nilai hukum masih berjalan secara bertahap dan
belum sepenuhnya membentuk perubahan perilaku yang massif di

masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari
Mochtar Kusumaatmadja, yang memandang hukum sebagai sarana
rekayasa sosial, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati No. 12
Tahun 2019 sudah mulai menjalankan fungsinya sebagai alat untuk
mendorong perubahan sosial. Pemahaman yang baik dari pelaksana
menunjukkan bahwa proses transformasi nilai sudah berjalan pada tingkat

struktural. Akan tetapi, perubahan pada tingkat kultural masih menghadapi



53

resistensi dari norma dan tradisi yang sudah mengakar lama di

masyarakat.>

Dalam kerangka ini, hukum belum sepenuhnya mampu
menggantikan norma sosial yang bertentangan dengan prinsip
perlindungan anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Mochtar, efektivitas
hukum tidak hanya bergantung pada formulasi normatif, tetapi juga pada
kemampuannya untuk diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.>® Oleh
karena itu, agar Peraturan Bupati ini benar-benar mampu mengubah
perilaku masyarakat secara menyeluruh, dibutuhkan strategi pelibatan
budaya dan komunitas lokal, penguatan literasi hukum, serta edukasi
berkelanjutan yang menyasar nilai dan pola pikir masyarakat secara

langsung.>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan
Bupati No. 12 Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan
arah yang positif sebagai sarana pembaruan sosial, tetapi masih
memerlukan dukungan strategis untuk menembus hambatan budaya agar
nilai-nilai hukum perlindungan anak benar-benar menjadi bagian dari

kesadaran kolektif masyarakat.™

%% Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, 5.

*® Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung:
Binacipta, 1976), 15.

>" Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 21

%8 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:
Alumni, 2003), 7.
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Salah satu bentuk implementasi kebijakan hukum dapat diamati
melalui perubahan sosial yang terjadi di masyarakat setelah kebijakan
tersebut dijalankan. Dalam konteks Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, perubahan
pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan anak menjadi
indikator awal bahwa proses implementasi telah menyentuh wilayah
kultural dan perilaku masyarakat. lbu Dewi Arofah, S.E., M.M.

memberikan keterangan sebagai berikut:>

"Ada perubahan, walaupun tidak merata. Sekarang orang
tua mulai mempertimbangkan kesiapan anak, terutama
dari sisi mental dan kesehatan. Dulu, begitu anak lulus
pondok langsung dinikahkan, sekarang mulai ditanya dulu
ke bidan atau ikut EISiMil."

Ibu Dewi Ulfah, S.H. menambahkan:®
"Perubahan itu memang terjadi. Dulu anak-anak menikah
diam-diam, sekarang mereka harus punya sertifikat

kesehatan dulu. Meskipun begitu, di beberapa desa
praktik perjodohan masih kuat."

Berdasarkan pernyataan Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. dan lbu
Dewi Ulfah, S.H. dapat dilihat bahwa terdapat perubahan pandangan
masyarakat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Perubahan tersebut
ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran orang tua terhadap
pentingnya kesiapan fisik dan mental anak sebelum menikah. Hal ini

tercermin dari adanya kebiasaan baru, seperti berkonsultasi dengan bidan

*Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
% Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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atau mengikuti program EISiMil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil),
sebelum memutuskan pernikahan anak. Ini merupakan indikasi awal dari

proses transformasi sosial yang mulai terjadi di kalangan masyarakat.

Namun, baik lbu Dewi Arofah, S.E., M.M.. maupun Ibu Dewi
Ulfah, S.H. menyampaikan bahwa perubahan ini belum terjadi secara
merata. Ibu Dewi Ulfah, S.H. mencontohkan bahwa praktik perjodohan
masih kuat di beberapa desa, yang menandakan bahwa nilai-nilai budaya
lama tetap mengakar kuat dalam sebagian masyarakat. Ini menimbulkan
dinamika dalam implementasi kebijakan, di mana terjadi perbedaan tingkat
penerimaan dan respons masyarakat terhadap peraturan, tergantung pada

latar sosial dan budaya di tiap wilayah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati No.
12 Tahun 2019 mulai berhasil menggeser paradigma lama masyarakat dari
yang sebelumnya menganggap wajar pernikahan dini menjadi lebih
selektif dan berhati-hati dalam menikahkan anak. Namun, proses
perubahan ini masih berjalan bertahap, tergantung pada efektivitas
sosialisasi kebijakan, dukungan aktor lokal, serta kemauan masyarakat
untuk membuka diri terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh peraturan

tersebut.

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, tingkat penerimaan
masyarakat terhadap aturan yang diterapkan menjadi indikator penting

dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai harapan.
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Penerimaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana aturan
itu ditaati secara formal, tetapi juga bagaimana nilai-nilai yang dikandung
dalam kebijakan tersebut dipahami dan diinternalisasi dalam kehidupan
sosial masyarakat. Dalam konteks Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, penerimaan
masyarakat terhadap larangan dan upaya pencegahan perkawinan anak
menjadi salah satu aspek penting yang merefleksikan keberhasilan
implementasi di tingkat akar rumput. Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M..

menyampaikan:*

"Sudah banyak yang mematuhi. Bahkan ada yang datang
minta penyuluhan sebelum menikahkan anaknya. Tapi
tetap, di daerah-daerah tertentu seperti Lekok atau
Rembang, masih sulit karena budaya."

Ibu Dewi Ulfah, S.H. menyampaikan:®
"Masyarakat menerima, tapi penerimaannya itu lebih ke
teknis, bukan pada nilai hukumnya. Mereka ikut aturan

karena diminta KUA atau puskesmas, bukan karena
benar-benar sadar bahwa itu bentuk perlindungan anak."

Dari pernyataan Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. dan Ibu Dewi Ulfah,
S.H., terlihat bahwa penerimaan masyarakat terhadap Peraturan Bupati
Pasuruan No. 12 Tahun 2019 sudah mulai berkembang. Ibu Dewi Arofah,
S.E., M.M. menunjukkan bahwa ada inisiatif dari sebagian masyarakat
untuk  mencari  penyuluhan sebelum menikahkan anak, yang

mengindikasikan adanya bentuk kesadaran baru terhadap pentingnya

81 Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
%2 Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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kesiapan menikah dan pemenuhan prosedur yang disyaratkan. Namun, ia
juga menegaskan bahwa perubahan ini belum merata, terutama di daerah-
daerah dengan nilai budaya yang masih kuat seperti Lekok dan Rembang.
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kebijakan sangat dipengaruhi

oleh konteks sosial-budaya lokal.

Sementara itu, Ibu Dewi Ulfah, S.H. menggarisbawahi bahwa
sebagian besar masyarakat mematuhi aturan ini bukan karena kesadaran
akan nilai perlindungan anak, melainkan karena dorongan teknis dari
lembaga seperti KUA atau puskesmas. Artinya, kepatuhan yang muncul
masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya didasarkan pada
pemahaman akan substansi hukum atau nilai etik yang mendasari

kebijakan tersebut.

Kesimpulannya, meskipun terdapat peningkatan dalam hal
kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak,
sifat kepatuhan tersebut masih bersifat instrumental lebih karena tuntutan
prosedural daripada hasil internalisasi nilai hukum. Ini menunjukkan
bahwa upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan masih
membutuhkan strategi edukatif yang lebih mendalam, agar masyarakat
tidak hanya mengikuti aturan karena kewajiban formal, tetapi juga karena

kesadaran substantif atas pentingnya perlindungan hak anak.

Dalam proses implementasi kebijakan publik, hambatan sosial dan

budaya seringkali menjadi tantangan utama yang tidak mudah diatasi.
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Dalam konteks Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Kabupaten Layak Anak, faktor budaya terbukti masih
menjadi penghalang signifikan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Untuk menggambarkan hal ini, peneliti menanyakan kepada informan
yakni Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. mengenai kendala sosial dan budaya
yang paling sering ditemui di lapangan selama pelaksanaan kebijakan

sebagaimana berikut:*

"Budaya 'lebih baik menikah muda daripada jadi perawan
tua' itu masih kuat. Kadang ada juga yang sudah
dijodohkan sejak kecil, jadi begitu lulus pondok langsung
dinikahkan."

Ibu Dewi Ulfah, S.H. menambahkan:®*
"Masalah terbesar adalah mindset. Mereka merasa

pernikahan dini itu solusi, bukan masalah. Ini yang jadi
tantangan terbesar bagi kami."

Dari jawaban kedua informan, sangat jelas bahwa kendala paling
mendasar dalam implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 di
Kabupaten Pasuruan bukan berasal dari aspek teknis, melainkan dari aspek

budaya dan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan anak.

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menekankan bahwa budaya lama
seperti anggapan “lebih baik menikah muda daripada jadi perawan tua”
masih sangat kuat tertanam di masyarakat. Budaya perjodohan sejak anak-

anak juga masih berlangsung, di mana keputusan menikah sering kali

6% Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
® Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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sudah ditentukan sebelum anak cukup umur secara psikologis maupun
biologis. Praktik ini menunjukkan bahwa pernikahan masih dianggap
sebagai kewajiban sosial yang harus segera dipenuhi, tanpa

mempertimbangkan kesiapan pribadi dan hak anak.

Sementara itu, lIbu Dewi Ulfah, S.H. memperkuat analisis ini
dengan menyatakan bahwa mindset masyarakat menjadi hambatan utama.
Banyak orang tua yang menganggap bahwa perkawinan anak adalah
solusi, bukan masalah. Ini mengindikasikan bahwa praktik perkawinan
anak masih dilihat sebagai jalan keluar dari kekhawatiran sosial dan
ekonomi misalnya menghindari pergaulan bebas, menjaga “nama baik”
keluarga, atau meringankan beban ekonomi daripada sebagai pelanggaran

terhadap hak anak.

Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat dan
disosialisasikan oleh pemerintah daerah akan sulit mencapai efektivitas
maksimal apabila tidak disertai dengan perubahan cara pandang
masyarakat. Intervensi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai
strategi transformasi budaya dan sosial. Sebab, selama masyarakat masih
meyakini bahwa menikah muda adalah solusi, maka aturan formal seperti
batas usia perkawinan akan terus dinegosiasikan atau dilanggar secara

diam-diam.

Dengan demikian, kendala budaya yang terungkap dari jawaban

informan merupakan tantangan struktural dan mendalam yang
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membutuhkan pendekatan interdisipliner melibatkan tokoh agama, tokoh
masyarakat, pendidikan keluarga, serta kampanye public untuk merombak
narasi-narasi lama tentang peran perempuan, usia menikah, dan masa

depan anak.

Dalam kerangka teori Hukum sebagai Sarana Pembangunan yang
dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengendali sosial (social control), tetapi juga
sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial (social engineering).
Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari
aspek pelaksanaan administratifnya, melainkan juga dari sejauh mana
kebijakan tersebut mampu membentuk pola pikir, menggeser nilai, dan

mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih konstruktif.®®

Berdasarkan data hasil wawancara dengan narasumber di Dinas
PUGP3A Kabupaten Pasuruan, implementasi Peraturan Bupati Pasuruan
No. 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak telah
menunjukkan adanya arah perubahan dalam masyarakat, khususnya dalam
hal kesadaran mengenai risiko perkawinan anak. Informan menyebutkan
bahwa saat ini sebagian masyarakat sudah mulai mempertimbangkan
aspek kesiapan mental dan kesehatan anak sebelum menikah, dan telah
mengenal program-program pendukung seperti EISiMil sebagai prasyarat

menikah. Meskipun demikian, perubahan ini belum merata dan masih

% Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, 10.
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terbentur oleh nilai-nilai budaya yang mengakar kuat, seperti anggapan

bahwa menikah muda lebih baik daripada menjadi perawan tua.

Dalam konteks ini, peraturan bupati telah berfungsi sebagai alat
rekayasa sosial (instrument of social engineering) yang mencoba
mengubah kebiasaan lama dengan memperkenalkan norma baru, yaitu
bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh sebelum
memasuki kehidupan pernikahan. Upaya pemerintah daerah melalui
program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), parenting class, serta
pelibatan kader SAPA merupakan bagian dari proses membangun budaya
hukum yang mendukung perubahan sosial, sebagaimana yang ditekankan

dalam teori Mochtar.®

Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah resistensi
budaya dan kurangnya internalisasi nilai hukum secara menyeluruh.
Informan mengungkapkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan
masih bersifat administratif atau teknis, seperti mengikuti prosedur KUA
atau puskesmas, bukan karena kesadaran mendalam atas pentingnya
perlindungan anak. Dalam hal ini, hukum belum sepenuhnya menjadi
bagian dari sistem nilai masyarakat, dan masih dipandang sebagai sesuatu

yang eksternal, bukan internal.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam

perspektif hukum pembangunan belum sepenuhnya berhasil menanamkan

% Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, 12.
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nilai-nilai hukum sebagai kesadaran kolektif. Oleh karena itu, strategi
implementasi hukum di masa depan harus diarahkan pada pendekatan
yang lebih partisipatif, edukatif, dan kultural. Artinya, hukum tidak hanya
disosialisasikan sebagai aturan, tetapi juga perlu dikontekstualisasikan
sebagai bagian dari nilai kehidupan bermasyarakat yang membawa

manfaat langsung bagi perlindungan dan masa depan anak.

Dengan demikian, dari sudut pandang teori Mochtar
Kusumaatmadja, Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 sudah mulai
berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, namun efektivitasnya masih
harus ditopang oleh penguatan nilai, pelibatan komunitas, dan transformasi

budaya yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan adalah
sejauh mana upaya sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
memastikan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks
Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan
Kabupaten Layak Anak, sosialisasi menjadi instrumen awal untuk
menjembatani norma hukum dengan realitas sosial. Melalui berbagai
saluran informasi dan pendekatan yang dilakukan secara bertahap,

pemerintah daerah berupaya memperkenalkan kebijakan ini agar diterima
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dan dijalankan secara luas oleh masyarakat. Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M.

menyampaikan:®’

"Kami rutin melakukan sosialisasi. Lewat Sekolah Orang
Tua Hebat (SOTH), parenting class, sampai bimtek untuk
kader SAPA. Tapi karena keterbatasan anggaran,
bertahap, tidak bisa langsung ke semua desa."

Bapak Pipit Sabaruddin, S.E. menyampaikan:®®

"Sudah dilakukan secara maksimal menurut kami. Bahkan
ada banner, leaflet, videotron di titik-titik strategis seperti
Grati dan Pandaan. Kami juga turun langsung lewat
kader desa.”

Kedua informan, yakni lbu Dewi Arofah, S.E., M.M. dan Bapak
Pipit Sabaruddin, S.E, sepakat bahwa pemerintah daerah telah
melaksanakan sosialisasi secara aktif dan terstruktur terkait Peraturan
Bupati No. 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak
Anak. Sosialisasi ini merupakan bentuk nyata dari strategi diseminasi
kebijakan kepada masyarakat agar substansi hukum dapat dipahami dan

diinternalisasi oleh semua pihak.

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menjelaskan bahwa upaya sosialisasi
dilakukan melalui berbagai saluran, seperti Sekolah Orang Tua Hebat
(SOTH), kelas parenting, serta bimbingan teknis (bimtek) untuk kader
SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). Ini menunjukkan bahwa

pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan struktural dari atas ke

%7 Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
% pipit Sabaruddin, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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bawah, tetapi juga membentuk jaringan relawan lokal sebagai agen
perubahan sosial. Namun, ia juga secara jujur mengakui keterbatasan,
yaitu anggaran yang tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh desa
secara merata dalam waktu yang singkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa
meskipun strategi sosialisasi cukup solid, pelaksanaannya masih

terkendala oleh faktor teknis dan logistik.

Bapak Pipit Sabaruddin, S.E. menambahkan bahwa sosialisasi
dilakukan pula lewat media visual seperti banner, leaflet, dan videotron
yang disebar di titik-titik strategis seperti Grati dan Pandaan. la juga
menekankan peran kader desa dalam menyampaikan pesan-pesan
kebijakan secara langsung ke masyarakat. Ini menunjukkan adanya
pendekatan multi-kanal, yang memadukan metode konvensional (tatap
muka dan pelatihan) dengan metode visual publik yang menjangkau

ruang-ruang sosial yang lebih luas.

Analisis ini menunjukkan bahwa dari sisi upaya pemerintah,
sosialisasi telah dilakukan secara maksimal sesuai kapasitas. Namun
demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada dua hal: pertama, cakupan
wilayah dan kelompok masyarakat yang sudah dan belum terjangkau; dan
kedua, penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan, yang

sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dan tingkat literasi hukum.

Dengan kata lain, sosialisasi sudah berjalan secara teknis dan

administratif, tetapi masih menghadapi tantangan substantif dalam
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mengubah pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu
tidak hanya memperluas cakupan sosialisasi, tetapi juga memperdalam
kualitas komunikasi, agar masyarakat tidak sekadar “tahu” kebijakan,
tetapi juga memahami dan menerima nilai-nilai perlindungan anak yang

menjadi dasar kebijakan tersebut.

Untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum dapat diterima dan
diinternalisasi oleh masyarakat, penting untuk melihat strategi pendekatan
yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyosialisasikan
kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, pendekatan
penyampaian nilai hukum tidak dilakukan secara represif, melainkan
melalui edukasi yang terstruktur dan program-program pemberdayaan
masyarakat yang bersifat partisipatif dan komunikatif. Pendekatan ini
mencerminkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bertujuan
memperkenalkan peraturan, tetapi juga membangun pemahaman Kkolektif
tentang pentingnya kesiapan menikah dan perlindungan hak anak sebagai
bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah disampaikan

oleh Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M.:%°

"Kami punya program SOTH, parenting, dan bimtek
SAPA. Di situ kami masukkan nilai-nilai tentang
pentingnya kesiapan menikah, hak anak atas pendidikan,
dan risiko stunting."

% Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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Ibu Dewi Ulfah, S.H. juga menambahkan:™

"Selain program itu, kami juga sering undang psikolog
untuk sesi parenting. Pendekatannya lebih ke edukasi
daripada paksaan. Karena kalau dipaksa, masyarakat
justru menolak."”

Kedua informan menekankan bahwa pendekatan yang digunakan
olen pemerintah daerah, khususnya melalui DP3AP2KB Kabupaten
Pasuruan, dalam menyampaikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam
Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 adalah edukatif dan partisipatif,
bukan represif. Hal ini sangat penting dalam konteks implementasi
kebijakan yang menyasar perubahan sosial, seperti upaya pencegahan

perkawinan anak.

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menjelaskan bahwa program-
program seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), kelas parenting, dan
bimbingan teknis SAPA menjadi media utama penyampaian pesan hukum.
Nilai-nilai yang ditanamkan dalam program ini mencakup hak anak atas
pendidikan, kesiapan fisik dan mental untuk menikah, serta risiko
kesehatan seperti stunting jika pernikahan dilakukan terlalu dini. Ini
menunjukkan bahwa pendekatan yang dipakai bersifat integratif, karena
menggabungkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan sebagai satu kesatuan

pesan.

70 Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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Sementara itu, Ibu Dewi Ulfah, S.H. menambahkan adanya sesi
parenting yang menghadirkan psikolog sebagai narasumber. Ini
menunjukkan adanya unsur profesionalitas dalam pendekatan yang
digunakan, di mana edukasi tidak hanya disampaikan oleh aparatur
pemerintah atau kader desa, tetapi juga oleh pihak ketiga yang
berkompeten di bidang psikologi anak dan keluarga. la juga menekankan
bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lunak (soft
approach), bukan paksaan. Karena jika menggunakan paksaan,

menurutnya masyarakat akan justru melakukan penolakan.

Fakta ini memperlihatkan adanya kesadaran pemerintah akan
pentingnya sensitivitas budaya dan sosiologis dalam proses internalisasi
hukum. Dalam konteks perubahan perilaku sosial, pendekatan edukatif
seperti ini memang lebih diterima, meskipun hasilnya lebih lambat.
Keberhasilan pendekatan ini juga bergantung pada konsistensi pesan,

frekuensi interaksi, dan kredibilitas penyampai informasi.

Secara keseluruhan, pendekatan yang digunakan oleh Pemkab
Pasuruan untuk menyampaikan nilai-nilai hukum kepada masyarakat
mencerminkan perpaduan antara strategi kultural dan struktural. Strategi
ini cukup tepat dalam konteks masyarakat yang masih mempertahankan
nilai-nilai tradisional dan di saat yang sama harus menerima intervensi
hukum formal. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, pendekatan ini

perlu disertai dengan monitoring perubahan persepsi secara periodik, agar
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diketahui sejauh mana nilai-nilai hukum telah diterima dan diinternalisasi

oleh masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap substansi dan nilai dari suatu
kebijakan merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan
implementasi di tingkat lokal. Dalam konteks perlindungan anak,
khususnya terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak, penting untuk
melihat sejauh mana masyarakat benar-benar memahami bahwa tindakan
tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan
dalam kebijakan. Pemahaman ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
berkaitan erat dengan kesadaran akan hak anak atas tumbuh kembang yang
optimal, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Ibu Dewi Arofah,

S.E., M.M. menyampaikan:

"Sebagian besar sudah tahu, apalagi yang ikut program
SOTH atau bimtek. Tapi memang belum semua, karena
ada yang anggap ini hanya sekadar prosedur teknis."

Ibu Dewi Ulfah, S.H. juga menambahkan:™

"Kalau anaknya masih sekolah, biasanya orang tua
paham. Tapi kalau sudah lulus pondok, seringkali mereka
anggap wajar untuk dinikahkan, padahal itu melanggar
prinsip perlindungan anak."

Dari kedua jawaban informan, terlihat bahwa pemahaman
masyarakat terhadap larangan perkawinan anak sebagai bagian dari prinsip

perlindungan anak belum sepenuhnya menyeluruh dan merata. Hal ini

" Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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mencerminkan adanya celah dalam internalisasi nilai hukum, terutama
ketika norma hukum bersinggungan dengan norma sosial atau agama yang

telah mengakar kuat di masyarakat.

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menyatakan bahwa sebagian besar
masyarakat khususnya yang sudah mengikuti program edukasi seperti
Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan bimbingan teknis telah memahami
bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak.
Namun, ia juga menekankan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang
memandang aturan ini hanya sebagai prosedur teknis, bukan sebagai
bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Ini mengindikasikan bahwa
nilai substansial dari hukum belum sepenuhnya diserap, dan hukum masih
dilihat sebagai formalitas administratif, bukan sebagai instrumen

perubahan sosial.

Ibu Dewi Ulfah, S.H. menambahkan bahwa pemahaman
masyarakat cenderung kontekstual: jika anak masih sekolah, orang tua
cenderung tidak menikahkannya dan memahami bahwa itu bagian dari
perlindungan. Namun, jika anak sudah lulus pondok pesantren, seringkali
mereka menganggap anak tersebut sudah siap menikah. Ini menunjukkan
bahwa pemahaman masyarakat masih bercampur dengan norma budaya
dan agama, di mana kelulusan pendidikan agama sering kali dijadikan

tolok ukur kesiapan menikah bukan usia biologis atau psikologis anak.
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Kedua informan secara tidak langsung menggarisbawahi bahwa
interpretasi masyarakat terhadap prinsip perlindungan anak masih
dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, dan bahwa pemahaman hukum
belum menyentuh aspek filosofis atau nilai moral yang mendasari lahirnya
kebijakan tersebut. Artinya, masyarakat mungkin mengetahui adanya
aturan, tetapi belum semuanya memahami mengapa aturan itu penting dan

bagaimana aturan itu melindungi masa depan anak.

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih mendalam dan
berkelanjutan dalam membumikan nilai-nilai hukum ke dalam kesadaran
sosial masyarakat, khususnya melalui pendekatan nilai (value-based
approach), bukan hanya prosedur. Penguatan program edukasi seperti
SOTH, keterlibatan tokoh agama dalam memberikan tafsir hukum yang
selaras dengan perlindungan anak, serta narasi hukum yang bersifat
emosional dan komunikatif dapat menjadi strategi untuk mengisi celah

pemahaman tersebut.

Melalui berbagai pendekatan edukatif seperti Sekolah Orang Tua
Hebat (SOTH), parenting class, dan bimtek SAPA, pemerintah daerah
Kabupaten Pasuruan telah berupaya menjadikan kebijakan ini tidak hanya
sebagai peraturan administratif, tetapi sebagai sarana penyemaian nilai
perlindungan anak. Penggunaan media visual seperti banner dan videotron
serta keterlibatan kader desa dalam proses sosialisasi mencerminkan

penerjemahan hukum dalam bentuk yang komunikatif dan partisipatif. Ini



71

sesuai dengan gagasan Mochtar bahwa hukum harus mampu hidup dan

diterima dalam konteks sosial masyarakat yang hendak diubah.

Namun demikian, hasil implementasi menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum masih belum merata.
Sejumlah informan menyebutkan bahwa masyarakat sering Kali
menjalankan aturan hanya karena alasan teknis dan administrative seperti
keharusan membawa sertifikat EISiMil ke KUA tanpa memahami nilai
dasar perlindungan anak yang menjadi fondasi kebijakan tersebut. Hal ini
mencerminkan bahwa hukum masih dipahami sebagai prosedur, belum
sebagai nilai. Dalam teori Mochtar, hal ini menunjukkan bahwa hukum
belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai alat pembangunan,
sebab perubahan yang dihasilkan masih terbatas pada kepatuhan formal,

belum pada transformasi nilai.

Lebih jauh, hambatan budaya menjadi tantangan mendasar dalam
pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Praktik perjodohan, ketakutan menjadi
“perawan tua”, serta anggapan bahwa pernikahan dini merupakan solusi
masih mendominasi cara pandang sebagian masyarakat. Dalam pandangan
Mochtar Kusumaatmadja, hambatan budaya semacam ini menjadi bukti
bahwa Hukum Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan
sosial dan budaya. Agar hukum dapat efektif mengubah masyarakat, maka
pendekatan terhadap hukum harus dilakukan secara holistik—dengan
menggabungkan aspek sosial, budaya, dan pendidikan hukum kepada

masyarakat secara berkelanjutan.
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Dengan demikian, meskipun implementasi Peraturan Bupati No.
12 Tahun 2019 telah menunjukkan langkah-langkah strategis untuk
menjadikan hukum sebagai sarana perubahan, proses internalisasi nilai
hukumnya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Upaya
mendekatkan hukum kepada masyarakat melalui edukasi nilai, bukan
hanya prosedur, serta melibatkan tokoh lokal dalam perubahan mindset
menjadi langkah penting untuk mewujudkan keberhasilan hukum sebagai

sarana pembangunan yang diidealkan oleh Mochtar Kusumaatmadija.

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, keberhasilan tidak
hanya ditentukan oleh isi peraturan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan
pelaksana dalam menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural di
lapangan. Salah satu aspek penting yang memengaruhi efektivitas
implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah adanya hambatan internal
yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kedua
informan, yakni lbu Dewi Arofah, S.E., M.M. dan Ibu Dewi Ulfah, S.H.,
memberikan penjelasan terkait kendala tersebut berdasarkan pengalaman

mereka dalam menjalankan program di lapangan, sebagaimana berikut:

"Kendala paling besar ya budaya. Kemudian juga
keterbatasan personel. Kami hanya ada 4 personel. Di
UPTD PPA saja hanya ada tiga orang. Jadi jangkauan
kita terbatas."

"2 Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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Ibu Dewi Ulfah, S.H. menambahkan:"

"Selain SDM, anggaran juga terbatas. Kami harus bagi-
bagi kegiatan per desa secara bertahap. Karena itu,
koordinasi dengan OPD lain dan sistem silang anggaran
sangat penting."

Kedua informan, Dewi Arofah, S.E., M.M. dan Dewi Ulfah, S.H.,
secara konsisten menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam
implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 tentang Kabupaten
Layak Anak terletak pada dua aspek utama: budaya masyarakat dan

keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran).

Pernyataan lbu Dewi Arofah, S.E., M.M. bahwa “kendala paling
besar ya budaya” mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah tersedia
dan program telah dijalankan, nilai-nilai sosial dan norma lokal yang telah
mengakar lama menjadi penghalang utama dalam perubahan perilaku
masyarakat. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya menjadi latar,
melainkan menjadi kekuatan dominan yang membentuk cara pandang
masyarakat terhadap praktik perkawinan anak. Ini selaras dengan temuan
sebelumnya yang menunjukkan bahwa praktik perjodohan, anggapan
"lebih baik menikah muda daripada jadi perawan tua"”, dan interpretasi

agama masih sangat mempengaruhi keputusan orang tua.

Dengan demikian, perubahan budaya membutuhkan pendekatan

jangka panjang, tidak cukup hanya dengan sosialisasi satu arah, melainkan

"8 Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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memerlukan keterlibatan aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, serta

media yang dekat dengan keseharian warga.

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menyampaikan bahwa di UPTD PPA
hanya terdapat tiga personel dan secara keseluruhan hanya ada empat
personel di unit terkait. Ini menunjukkan ketimpangan antara beban kerja
dan jumlah pelaksana, yang berakibat pada terbatasnya jangkauan
implementasi kebijakan, terutama untuk menjangkau desa-desa yang
tersebar luas. Ketika pelaksana kebijakan tidak mencukupi secara
kuantitas, maka fungsi pengawasan, pendampingan, hingga edukasi

kepada masyarakat akan menjadi tidak merata.

Ibu Dewi Ulfah, S.H. menambahkan bahwa anggaran yang terbatas
membuat pelaksanaan program tidak bisa dilakukan serentak di seluruh
desa, melainkan harus bertahap dan bergantung pada sistem koordinasi
lintas OPD dan penggunaan mekanisme silang anggaran. Hal ini
mencerminkan bahwa kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati No. 12
Tahun 2019 membutuhkan dukungan anggaran lintas sektor agar
pelaksanaan program dapat menjangkau secara menyeluruh dan

berkelanjutan.

Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya komitmen
adaptif dari pemerintah daerah dalam mengakali keterbatasan fiskal
dengan membangun kolaborasi antarlembaga. Namun, strategi ini tentu

membutuhkan sinergi lintas OPD yang kuat dan komunikasi birokrasi
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yang lancar, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekosongan

program di lapangan.

Dalam rangka memperkuat efektivitas implementasi kebijakan
pencegahan perkawinan anak, penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek
strategis yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan
informan, diketahui bahwa salah satu fokus utama yang perlu diperkuat
adalah penguatan edukasi nilai hukum kepada masyarakat serta
peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat desa. Kedua hal ini dipandang
sebagai kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipatuhi
secara administratif, tetapi juga dipahami secara substansial oleh
masyarakat dan didukung oleh pelaksana yang kompeten, lbu Dewi

Arofah, S.E., M.M. menyampaikan sebagaimana berikut:"*

"lya, sangat mendukung. Setiap dinas punya gugus tugas
masing-masing. Misalnya, kalau butuh taman bermain,
kami koordinasi dengan DLH. Kalau ke sekolah ya ke
Dinas Pendidikan."

Ibu Dewi Ulfah, S.H. juga menyampaikan hal demikian:"

"Kami juga kerja bareng dengan Kemenag dan Dinas
Kesehatan. Karena ga mungkin satu dinas kerja sendiri.
Ini kerja kolaboratif lintas sektor."

Dari pernyataan lbu Dewi Arofah, S.E., M.M., tampak bahwa dalam
pelaksanaan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan

Kabupaten Layak Anak, struktur kelembagaan telah disusun secara fungsional

™ Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
7> Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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dan saling terhubung. la menyebut adanya gugus tugas di masing-masing dinas,
yang memperkuat sistem kerja berbasis tugas sektoral yang terkoordinasi.
Contohnya, untuk urusan taman bermain anak, koordinasi dilakukan dengan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sedangkan jika berkaitan dengan edukasi di
sekolah, maka berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa
struktur kelembagaan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling mengisi

berdasarkan kewenangannya.

Pernyataan ini menggambarkan adanya pembagian peran yang
jelas dan integratif antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang
memungkinkan pengelolaan program Kabupaten Layak Anak berjalan

dalam bentuk sinergi, bukan tumpang tindih atau sektoral sempit.

Sementara itu, lbu Dewi Ulfah, S.H. menguatkan bahwa
pendekatan yang dilakukan adalah kerja kolaboratif lintas sektor. la
mencontohkan kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan
Dinas Kesehatan, sebagai bentuk koordinasi yang dibutuhkan karena
kebijakan seperti ini tidak bisa dijalankan oleh satu instansi saja. Ini
menunjukkan bahwa pola kerja yang dibangun bukan sekadar formalitas,
melainkan strategi implementasi yang diakui oleh para pelaksana sebagai

kebutuhan praktis.

Kolaborasi lintas instansi ini menjadi sangat penting, terutama
dalam konteks pencegahan perkawinan anak yang merupakan isu lintas

dimensi melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan
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agama. Dengan melibatkan berbagai sektor, maka intervensi terhadap akar

masalah dapat dilakukan lebih menyeluruh dan efektif.

Jawaban dari kedua informan menunjukkan bahwa struktur
pelaksana di Kabupaten Pasuruan sudah relatif matang, ditandai dengan
adanya gugus tugas di masing-masing OPD serta mekanisme koordinasi
yang berjalan sesuai peruntukan. Hal ini mencerminkan bahwa struktur
kelembagaan tidak hanya ada secara administratif, tetapi juga telah bekerja
secara praktis di lapangan. Keterlibatan sektor kesehatan, pendidikan,
keagamaan, hingga lingkungan hidup menunjukkan adanya pemahaman

holistik terhadap pendekatan Kabupaten Layak Anak.

Dalam proses implementasi kebijakan publik, terutama yang
berkaitan dengan perubahan sosial seperti pencegahan perkawinan anak,
diperlukan penguatan pada aspek-aspek strategis agar dampaknya tidak
hanya bersifat administratif, tetapi mampu menyentuh kesadaran dan
perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi
elemen-elemen apa saja yang perlu diperkuat agar Peraturan Bupati
Pasuruan No. 12 Tahun 2019 benar-benar efektif dalam mengubah praktik
perkawinan anak. Kedua informan, yakni Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M.

dan lbu Dewi Ulfah, S.H. memberikan pandangan mengenai hal tersebut
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berdasarkan pengalaman mereka dalam pelaksanaan kebijakan di

lapangan, sebagai berikut: "

"Perlu penguatan edukasi nilai, bukan hanya prosedur.
Misalnya, masyarakat harus paham kenapa EISiMil itu
penting, bukan cuma ikut-ikutan."

Ibu Dewi Ulfah, S.H. menyampaikan:’’

"Kader desa juga perlu terus dilatih. Karena mereka yang
langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau mereka
kuat, dampaknya bisa lebih besar."

Ibu Dewi Arofah, S.E., M.M. menekankan bahwa edukasi nilai
menjadi aspek yang paling perlu diperkuat. Menurutnya, saat ini
masyarakat cenderung mengikuti prosedur teknis secara formal, seperti
menjalani EISiMil, hanya karena dianggap sebagai syarat, bukan karena
memahami esensinya. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan yang
bersifat instruksional atau administratif belum cukup mengubah kesadaran

masyarakat secara menyeluruh.

la mengusulkan agar masyarakat tidak hanya diberi tahu apa yang
harus dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu penting untuk dilakukan—
dalam hal ini, pentingnya EISiMil sebagai upaya mencegah stunting, serta
memastikan kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Dengan kata lain,

substansi hukum perlu diinternalisasi, bukan hanya diikuti.

’® Arofah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
" Ulfah, wawancara (Pasuruan, 30 April 2025)
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Ibu Dewi Ulfah, S.H. menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas
kader desa, yang menurutnya merupakan aktor paling dekat dengan
masyarakat. Kader memiliki peran strategis dalam menjembatani
kebijakan dengan realitas sosial di desa. la menekankan bahwa jika kader
dibekali pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dampak program

akan lebih besar dan lebih efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah disusun
dan disosialisasikan, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada
kesiapan pelaku lapangan, terutama mereka yang sehari-hari berinteraksi
langsung dengan masyarakat dan bisa mempengaruhi cara pandang warga

terhadap isu-isu seperti perkawinan anak.

Kedua informan secara tidak langsung memberikan refleksi kritis
terhadap bentuk implementasi yang terlalu teknokratik. Mereka sama-
sama mengakui bahwa aturan dan prosedur sudah berjalan, namun tidak
cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku apabila nilai-nilai dasar
hukum (misalnya: perlindungan anak, hak atas pendidikan, kesehatan

reproduksi) tidak dipahami dan dimiliki oleh masyarakat.

Ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih menyentuh
aspek kesadaran kolektif dan budaya hukum masyarakat, bukan hanya

menitikberatkan pada kewajiban administratif.

Keberhasilan implementasi hukum sangat ditentukan oleh

kemampuan hukum tersebut dalam mengubah perilaku dan cara berpikir
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masyarakat, melalui dukungan struktur kelembagaan, sosialisasi, serta

internalisasi nilai-nilai yang dikandungnya.’

Dalam konteks Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019,
data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah bergerak dalam
arah yang konstruktif, tetapi menghadapi tantangan serius yang berakar
pada hambatan budaya, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran,
serta kurangnya pemahaman substantif terhadap nilai hukum yang dibawa

peraturan tersebut.”

Pertama, perubahan sosial yang diharapkan melalui kebijakan ini
mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kesiapan anak menikah, baik dari aspek psikologis maupun
kesehatan reproduksi. Sebagaimana dikemukakan oleh informan, praktik
baru seperti berkonsultasi ke bidan atau mengikuti EISiMil sebelum
menikahkan anak menjadi penanda bahwa hukum mulai berfungsi sebagai
instrumen perubahan sosial. Namun, perubahan ini masih bersifat parsial,

belum merata, dan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal.

Kedua, keterbatasan pelaksana dan sumber daya menjadi hambatan
struktural yang dapat menghambat efektivitas hukum sebagai sarana
pembangunan. Sejumlah informan mengungkapkan bahwa jumlah

personel di UPTD PPA sangat terbatas, dan program harus dijalankan

78 Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, 3.
" Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, 6.
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bertahap karena minimnya anggaran. Ini menunjukkan bahwa meskipun
regulasi sudah ada, daya dukung institusional belum sepenuhnya siap

untuk menopang transformasi sosial yang ditargetkan.

Ketiga, penguatan struktur kelembagaan melalui kolaborasi antar-
OPD merupakan kekuatan penting yang menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan tidak berjalan sendiri. Dengan adanya gugus tugas
di masing-masing instansi dan koordinasi lintas sektor (pendidikan,
kesehatan, agama, lingkungan), struktur pemerintahan telah diarahkan
untuk membangun integrasi kerja yang mendukung efektivitas

pelaksanaan kebijakan.

Keempat, pendekatan edukatif yang digunakan dalam
menyampaikan nilai hukum, melalui program seperti SOTH, parenting
class, dan bimtek SAPA, menandakan bahwa hukum tidak ditegakkan
secara represif. Strategi ini sejalan dengan prinsip Mochtar bahwa
perubahan sosial lebih efektif jika dilakukan dengan cara-cara persuasif
dan berbasis nilai, bukan sekadar instruksi administratif.*® Namun,
evaluasi informan menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang
menjalankan peraturan karena alasan prosedural, bukan karena
internalisasi nilai hukum. Ini berarti fungsi rekayasa sosial dari hukum

masih belum optimal.

8 Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, 1.
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Kelima, penguatan kader desa sebagai ujung tombak sosialisasi
merupakan strategi penting yang mencerminkan bahwa perubahan sosial
harus dimulai dari akar rumput. Kader yang dilatih secara berkelanjutan
dapat menjadi agen transformasi yang menjembatani antara hukum formal
dan nilai-nilai sosial lokal. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan
kepada kader menjadi bentuk nyata dari strategi hukum sebagai sarana

pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun
2019 menunjukkan bahwa hukum telah mulai berfungsi sebagai alat
rekayasa sosial dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten
Pasuruan. Namun, untuk mencapai efektivitas penuh sebagaimana
diharapkan oleh teori Mochtar Kusumaatmadja, diperlukan penguatan
pada tiga ranah utama: (1) edukasi nilai hukum secara berkelanjutan agar
hukum tidak hanya dipatuhi secara prosedural, (2) penguatan struktur
pelaksana agar hukum berjalan konsisten di semua wilayah, dan (3)
transformasi budaya melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan
agama, agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara

menyeluruh dan berkelanjutan.®*

8 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Berkembang, (Jakarta:
Lembaga Kriminologi Ul, 1986), 15-17.
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Tabel 4.1 Indikator Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12
Tahun 2019 berdasarkan Teori Mochtar Kusumaatmadja — Hukum sebagai

Sarana Pembangunan

Indikator Terpenuhi / Belum Keterangan Singkat
Hukum  sebagai  alat | Terpenuhi sebagian Sudah ada perubahan
rekayasa sosial kesadaran, tapi belum

menyeluruh karena masih
ada resistensi budaya.

Internaliasi nilai hukum
dalam masyarakat

Belum optimal

Banyak masyarakat
menjalankan aturan
karena alasan teknis,

bukan pemahaman nilai
hukum.

Edukasi hukum sebagai | Terpenuhi Melalui SOTH, parenting
pendekatan utama class, dan bimtek SAPA.
Kolaborasi dan partisipasi | Terpenuhi Keterlibatan kader desa

masyarakat

sebagai agen perubahan.

Perubahan sosial sebagai
tujuan hokum

Terpenuhi sebagian

Ada indikasi perubahan
(misalnya konsultasi
sebelum menikah), tapi
belum merata.

Pendekatan hukum yang
komunikatif dan kultural

Belum optimal

Masih ada desa yang
belum tersentuh
sosialisasi karena
keterbatasan anggaran.

B. Efektivitas Hukum Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun

2019

DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan berdasarkan Teori

tentang Pengembangan

Hukum Lawrence Friedman

Kabupaten

Layak Anak oleh

Struktur

Dalam menilai sejauh mana Peraturan Bupati Pasuruan No. 12

Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak telah berjalan secara efektif,

peneliti menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan
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oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas
hukum tidak hanya bergantung pada isi aturan (substansi hukum), tetapi
juga dipengaruhi oleh aktor dan lembaga pelaksana (struktur hukum), serta
cara masyarakat memandang dan merespons hukum (budaya hukum).
Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang
menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan hukum dijalankan
dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, dalam bagian ini peneliti akan
menguraikan secara sistematis bagaimana efektivitas pelaksanaan
Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 dianalisis melalui tiga aspek utama:
struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dengan merujuk

pada hasil wawancara dan temuan lapangan.®

Grafik 4.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Kabupaten Pasuruan

2018-2025
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82 LLawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terj. M. Khozim) (Bandung: Nusa
Media, 2013), 19.
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Untuk melihat sejauh mana efektivitas dari Peraturan Bupati ini,
peneliti  memberikan gambaran berupa grafik angka permohonan
dispensasi kawin sejak tahun 2018 hingga 23 Mei 2025. Grafik tersebut
telah sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di latar belakang. Peneliti
juga melakukan wawancara terhadap kader desa, pelaku perkawinan anak,
orang tua dan mertua pelaku perkawinan anak. Berdasarkan data yang ada
terdapat 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Berikut akan dipaparkan

jumlah perkawinan <20 tahun yang terjadi di tiap kecamatan yang ada di

Kabupaten Pasuruan sebagaimana berikut:

Tabel 4.2 Perkawinan Tiap Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Usia

<20 Tahun
Tahun
No | Kecamatan 2024 | Jan-Apr
2025

1 | Purwodadi 50 23
2 | Tutur 88 19
3 | Puspo 41 4

4 | Lumbang 135 8

5 | Pasrepan 45 6

6 | Kejayan 5 0

7 | Wonorejo 20 17

8 | Purwosari 17 12

9 | Sukorejo 109 29
10 | Prigen 85 8
11 | Pandaan 18 20
12 | Gempol 62 S
13 | Beji 24 7
14 | Bangil 7 11
15 | Rembang 104 S
16 | Kraton 0 0
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17 | Pohjentrek 46 8
18 | Gondangwetan 126 39
19 | Winongan 4 5
20 | Grati 164 43
21 | Nguling 125 45
22 | Lekok 108 23
23 | Rejoso 87 23
24 | Tosari 25 13
1495 373

Peneliti memilih Kecamatan Gondangwetan sebagai lokasi
penelitian karena termasuk dalam Kkategori wilayah dengan angka
perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Pasuruan, meskipun bukan
yang tertinggi. Pemilihan ini mempertimbangkan kemudahan akses,
kesiapan informan, serta dukungan dari instansi terkait di tingkat
kecamatan dan desa yang memungkinkan pengumpulan data berjalan lebih
optimal dan efektif.

Begitu pula dalam pemilihan lokasi penelitian di desa, meskipun
terdapat desa lain dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi, Desa
bayeman tetap dipilih karena pertimbangan aksebilitas, keterbukaan
masyarakat terhadap penelitian, dan kemudahan dalam menjalani
koordinasi dengan pihak terkait, yang secara keseluruhan mendukung
kelancaran proses penelitian. Peneliti  mengelompokkan jumlah
perkawinan anak yang terjadi di Desa Bayeman sejak 2024 sampai bulan
Maret 2025, data ini didapatkan dari KUA Kecamatan Gondangwetan.

Data tersebut sebagaimana berikut:
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Tabel 4.3 Perkawinan di Bawah Umur Kecamatan Gondangwetan

No Desa Usia Perkawinan
1. | Wonojati 7
2. | Wonosari 3
3. | Bajangan 2
4. | Kersikan 2
5.. | Kalirejo 3
6. | Gondangwetan 1
7. | Tebas 4
8. | Bayeman 2
9. | Brambang 1
10. | Grogol 1
11. | Gondangrejo 1
12. | Keboncandi 1
13. | Tenggilisrejo 1
14. | Pekangkungan 1

Data pada tabel di atas memberikan gambaran awal mengenai
pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Bupati
No. 12 Tahun 2019 di tingkat daerah hingga desa. Namun, untuk menilai
sejauh  mana kebijakan ini benar-benar efektif dalam mencegah
perkawinan anak, tidak cukup hanya dengan melihat aktivitas yang telah
dilakukan. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menelaah
keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dari sisi lembaga yang
menjalankan (struktur hukum), isi kebijakan (substansi hukum), maupun
respon masyarakat (budaya hukum).® Oleh karena itu, pada bagian berikut

ini akan dibahas efektivitas implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun

8 Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence
M. Friedman, (Ponorogo: Jurnal El-Dusturie, No.1, (2022), 31.
https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097
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2019 dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M.

Friedman sebagai alat analisis utama.

A. Struktur Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum
merujuk pada lembaga, perangkat, dan mekanisme yang menjalankan
fungsi hukum dalam suatu masyarakat.®* Struktur ini tidak hanya
mencakup lembaga negara, tetapi juga mencakup aktor-aktor pelaksana di
tingkat lokal yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan. Oleh
karena itu, untuk memahami sejauh mana kebijakan perlindungan anak
dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 dapat
diimplementasikan secara efektif, penting untuk menelaah bagaimana
struktur hukum ini bekerja di tingkat desa, termasuk melalui peran kader
sebagai bagian dari sistem pelaksana. Sebagaimana yang telah ditanyakan
kepada Ibu Evi Novitasari selaku kader desa mengenai pengetahuannya
terhadap Peraturan Bupati tersebut, sebagaimana berikut:®

“lya, saya tahu soal aturan soal perkawinan anak. Dulu

waktu jamannya Gus Mujib saya ikut sosialisasi di Tretes.

Dalam aturan itu, KUA sudah tidak membenarkan

pernikahan anak atau di bawah 19 tahun. Disarankan

untuk menikah pada usia 20 tahun untuk perempuan dan

25 tahun untuk laki-laki. Jadi sudah mengikuti aturan
BKKBN. ”

Dari jawaban narasumber, dapat diketahui bahwa ia memiliki

pengetahuan dasar mengenai keberadaan Peraturan Bupati (Peraturan

8 Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective , 16
8 Novitasari, wawancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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Bupati) No. 12 Tahun 2019, meskipun pemahamannya lebih berfokus
pada aspek pencegahan perkawinan usia dini. Pernyataan bahwa dirinya
pernah mengikuti sosialisasi sejak masa kepemimpinan sebelumnya (Gus
Mujib) menunjukkan bahwa keterlibatan kader desa sudah berjalan dalam
waktu yang cukup lama. Namun, penjelasan narasumber lebih merujuk
pada pemahaman kebijakan dalam konteks usia minimal perkawinan
sebagaimana diatur oleh BKKBN, yakni 20 tahun untuk perempuan dan
25 tahun untuk laki-laki, daripada pada isi rinci Peraturan Bupat itu

sendiri.

Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan Peraturan Bupati telah
sampai ke tingkat desa, namun pemahaman terhadap substansi hukumnya
mungkin belum utuh atau belum merata. Pengetahuan cenderung praktis,
berdasarkan pengalaman lapangan, bukan berdasarkan pemahaman
terhadap pasal-pasal atau muatan normatif regulasi. Ini sekaligus
menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyederhanakan isi Peraturan

Bupati agar lebih mudah dipahami oleh pelaksana di tingkat akar rumput.

Untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan ini
dijalankan secara struktural di lapangan, penting juga ditinjau siapa saja
pihak yang dilibatkan dalam proses sosialisasinya Berdasarkan hasil

wawancara, ibu Evi Novitasari menyampaikan bahwa sosialisasi kebijakan
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tidak hanya dilakukan oleh pihak dinas, namun juga melibatkan kader desa

sebagai pelaksana di tingkat komunitas, sebagaimana berikut:*

“Yang menyosialisasikan itu dari pihak dinas, termasuk
kader seperti saya juga diberi tugas untuk menyampaikan
ke masyarakat. Misalnya kalau ada calon pengantin,
mereka minta sertifikat EISiMil ke saya. Tapi kalau untuk
sosialisasi ke sekolah-sekolah, kader desa tidak masuk.
Dan di desa saya (Bayeman) belum terbentuk posyandu
remaja, padahal di desa lain sudah ada.”

Lebih lanjut, dalam menjelaskan pihak-pihak yang berperan dalam
menyosialisasikan kebijakan, narasumber menyebut bahwa kegiatan
sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pihak dinas teknis, tetapi juga
melibatkan kader desa sebagai bagian dari pelaksana di tingkat komunitas.
Kader desa dalam hal ini berperan aktif menyampaikan informasi
mengenai kewajiban memiliki sertifikat EISiMil kepada calon pengantin
yang hendak menikah. Kader bahkan sering menjadi rujukan pertama bagi
pasangan muda atau keluarga untuk mendapatkan penjelasan mengenai
prosedur kesehatan pranikah, termasuk melakukan pemeriksaan dan
mengakses layanan dari fasilitas kesehatan setempat. Hal ini menegaskan
bahwa kader desa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi,
tetapi juga sebagai aktor distribusi informasi yang menjembatani antara

kebijakan daerah dan masyarakat desa.

Namun, narasumber juga mengungkap bahwa untuk kegiatan

sosialisasi di sekolah-sekolah, keterlibatan kader desa tidak dilakukan

8 Novitasari, wawancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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secara langsung. Kegiatan ini biasanya dijalankan oleh pihak dinas terkait
atau fasilitator dari pemerintah daerah. Di samping itu, narasumber
menyampaikan bahwa di desanya, yaitu Desa Bayeman, hingga saat
wawancara berlangsung, belum terbentuk posyandu remaja, padahal forum
ini sangat strategis dalam menjangkau kelompok usia rawan perkawinan
anak. la bahkan membandingkan dengan desa lain yang sudah memiliki
struktur tersebut, sehingga kegiatan sosialisasi maupun edukasi remaja

bisa berjalan lebih optimal.

Temuan ini  menunjukkan bahwa meskipun secara umum
sosialisasi telah berlangsung melalui berbagai kanal, tidak semua wilayah
memiliki kesiapan infrastruktur sosial yang sama. Keterlibatan kader desa
menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan atau keterbatasan dari
sistem birokrasi formal, namun efektivitasnya sangat tergantung pada
dukungan kelembagaan yang tersedia di desa masing-masing. Di tempat
yang belum memiliki forum remaja atau posyandu remaja, pelibatan
remaja dalam kegiatan edukasi menjadi sulit dijangkau secara sistematis.
Ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam
capaian dan pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan, serta

menyulitkan proses internalisasi nilai perlindungan anak secara merata.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum
merupakan elemen yang mencakup lembaga, aktor pelaksana, dan
mekanisme organisasi yang menjalankan hukum dalam praktik kehidupan

sosial. Struktur ini menjadi fondasi utama yang menentukan apakah suatu
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peraturan dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Friedman
memandang bahwa efektivitas hukum tidak hanya terletak pada isi
hukumnya (substansi), melainkan juga pada keberadaan dan kerja nyata

dari struktur yang bertugas menegakkan dan melaksanakan hukum.®’

Berdasarkan data hasil wawancara dengan lbu Evi Novitasari
selaku kader desa, dapat dilihat bahwa struktur hukum dalam
implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 telah mencapai level
komunitas desa, dengan keterlibatan langsung dari kader desa dalam
sosialisasi dan pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah merancang struktur pelaksana yang
tidak hanya bersifat vertikal dan birokratis, tetapi juga inklusif dan
berbasis partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, kader desa berfungsi
sebagai penghubung utama antara kebijakan makro dan kebutuhan

masyarakat mikro.

Pelibatan kader desa dalam tugas sosialisasi, pemberian informasi
tentang EISiMil, hingga pendampingan calon pengantin, menunjukkan
bahwa struktur hukum telah bergerak secara fungsional di lapangan.
Dalam konteks teori Friedman, hal ini merupakan indikator positif karena
menunjukkan bahwa aktor pelaksana hukum telah menjalankan peran
tidak hanya sebagai bagian dari sistem formal, tetapi juga sebagai pelaku

komunikasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Bahkan, kader

87 pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,

32.
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desa seringkali menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam memahami
kebijakan, menunjukkan bahwa struktur hukum di tingkat bawah telah

memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan komunitas sasaran.

Namun demikian, struktur hukum yang dibentuk tersebut belum
sepenuhnya kuat dan merata. Hal ini terlihat dari pengakuan narasumber
bahwa belum semua desa memiliki infrastruktur sosial yang memadai,
seperti posyandu remaja, yang merupakan forum penting untuk
menjangkau kelompok usia remaja sebagai populasi paling rentan dalam
isu perkawinan anak. Ketimpangan ini menyebabkan pelaksanaan
kebijakan di berbagai wilayah tidak berjalan dengan intensitas yang sama.
Beberapa desa memiliki struktur pendukung lengkap, sementara desa lain
seperti Bayeman, tempat narasumber tinggal, belum memiliki forum
tersebut. Dalam kerangka teori Friedman, kondisi ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan distribusi struktur pelaksana, yang berdampak pada

variasi kualitas implementasi hukum di lapangan.

Selain itu, meskipun sosialisasi ke sekolah telah dilakukan,
narasumber menyebutkan bahwa kader desa tidak dilibatkan dalam
kegiatan tersebut. Hal ini menandakan bahwa struktur koordinasi antar
pelaksana masih terfragmentasi, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi
sebagai sistem hukum vyang bekerja secara sinergis. Friedman
mengingatkan bahwa keberhasilan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh
keterpaduan antara berbagai unit pelaksana, serta kejelasan peran dan

tanggung jawab masing-masing lembaga. Dalam kasus ini, pelibatan kader
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di satu sisi sudah dilakukan dengan baik, namun koordinasi lintas sektor
(misalnya antara dinas, sekolah, dan kader) masih memerlukan penguatan
agar tidak terjadi duplikasi, kekosongan informasi, atau tumpang tindih

kewenangan.

Penting juga untuk menyoroti bagaimana narasumber memahami
kebijakan yang berlaku. Meskipun ia mengetahui keberadaan Peraturan
Bupati dan mengikuti sosialisasi sejak lama, pemahamannya masih lebih
mengarah pada aspek praktis, yaitu usia ideal menikah menurut BKKBN
(20 tahun perempuan, 25 tahun laki-laki), dibandingkan dengan
pemahaman normatif terhadap isi peraturan secara menyeluruh. Ini
menunjukkan bahwa struktur hukum telah menjangkau lapisan pelaksana
lokal, namun masih perlu ditopang oleh proses edukasi hukum yang lebih
sistematis agar para pelaksana memahami peraturan tidak hanya dari sisi

teknis, tetapi juga dari aspek yuridis dan filosofisnya.

Dalam konteks teori Friedman, struktur hukum yang efektif tidak
hanya menuntut keberadaan lembaga dan aktor, tetapi juga kapasitas
mereka untuk memahami dan menginternalisasi hukum yang mereka
jalankan.®® Artinya, keberadaan kader sebagai bagian dari struktur hukum

patut diapresiasi, tetapi perlu diperkuat melalui pelatihan, sistem

88 Askari Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman (Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review
Lawrence M. Friedman)” Jurnal Fundamental, no. 2 (2023), 477.
https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/185/91
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koordinasi yang lebih baik, serta penyediaan sarana pelaksana seperti

posyandu remaja agar kerja mereka berjalan secara maksimal.

Kesimpulannya, dari sudut pandang struktur hukum dalam teori
Lawrence M. Friedman, implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun
2019 di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan adanya infrastruktur
pelaksana yang hidup dan berjalan di tingkat desa, dengan kader desa
sebagai aktor sentral. Namun, ketimpangan kelembagaan antarwilayah,
minimnya integrasi lintas sektor, dan belum optimalnya pemahaman
substansi kebijakan oleh pelaksana di akar rumput menjadi tantangan
struktural yang perlu segera dibenahi. Dengan memperkuat sistem
pelatihan, pemerataan forum komunitas, dan membangun koordinasi
berjenjang yang efisien, struktur hukum yang telah ada dapat
ditransformasikan menjadi sistem pelaksana hukum yang kuat, berdaya,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

. Substansi Hukum

Setelah memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan
dari sisi kelembagaan dan distribusi peran aktor di tingkat lokal,
selanjutnya penting untuk mengkaji bagaimana substansi hukum dari
Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 dipahami dan dijalankan
oleh pelaksana di lapangan. Substansi hukum dalam konteks ini mencakup
isi, muatan kebijakan, serta pemahaman terhadap norma dan program yang

dirancang dalam rangka pemenuhan hak anak dan pencegahan perkawinan
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usia dini.®* Pemahaman yang utuh terhadap substansi hukum akan sangat
berpengaruh terhadap konsistensi pelaksanaan kebijakan dan kesesuaian
antara apa yang diatur dalam regulasi dengan apa yang diterapkan di
masyarakat. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada kader desa yakni
Ibu Evi Novitasari berkaitan dengan pemahaman terhadap isi dari
kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:*

“Iya, saya paham. Isinya adalah tentang pemenuhan hak

anak, salah satunya pencegahan dalam hal perkawinan

anak. Anak punya hak untuk mengejar pendidikan, kasian

juga kalau mental anak belum siap. Sekarang ini sudah

zamannya EISiMil, yaitu elektronik siap hamil dan

menikah. Tujuannya untuk mencegah stunting. Jadi semua

calon pengantin wanita harus periksa kesehatan dan

mengunduh sertifikat EISiMil. Kalau tidak ada sertifikat
dan hasil pemeriksaannya, harusnya ditolak oleh KUA.”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan, terlihat bahwa
pemahaman terhadap substansi kebijakan Kabupaten Layak Anak telah
mencakup dimensi yang lebih luas, tidak hanya aspek administratif, tetapi
juga menyentuh pada nilai-nilai perlindungan anak secara substansial.
Informan tidak hanya menyebutkan instrumen teknis seperti EISiMil,
tetapi juga memahami bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh
pendidikan dan belum tentu siap secara mental untuk menjalani kehidupan

pernikahan. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran akan

8 Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M.
Friedman (Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M.
Friedman), 481.

% Novitasari, wawancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)



97

konsekuensi sosial dan psikologis dari praktik perkawinan usia dini, yang

menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan perlindungan anak.

Informan menyebut bahwa salah satu isi kebijakan KLA adalah
pencegahan perkawinan anak, yang dalam praktiknya dikaitkan erat
dengan upaya pencegahan stunting melalui program EISiMil (Elektronik
Siap Nikah dan Hamil). Dengan menjadikan EISiMil sebagai bagian dari
prosedur pranikah, kebijakan ini tidak hanya menekankan larangan formal
terhadap perkawinan anak, tetapi juga memberikan mekanisme
pengawasan preventif terhadap kesiapan kesehatan fisik, khususnya pada
calon pengantin perempuan. Informan menyebutkan bahwa jika tidak ada
sertifikat EISiMil dan hasil pemeriksaan kesehatan, maka KUA tidak
seharusnya melangsungkan pernikahan. Ini  menunjukkan adanya
pemahaman bahwa substansi hukum tidak hanya berbicara soal batas usia,

tetapi juga soal kesiapan tubuh dan reproduksi.

Penting dicatat bahwa pernyataan informan ini menunjukkan
bahwa substansi kebijakan telah dipahami sebagai kebijakan yang
integratif, yang tidak hanya berdiri pada norma hukum semata, tetapi
terhubung langsung dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan sosial. Informan mampu mengaitkan antara praktik
pencegahan perkawinan anak dengan hak anak atas pendidikan dan
perlindungan mental, serta risiko kesehatan jangka panjang seperti

stunting. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan telah
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cukup berhasil dalam menyampaikan pesan moral dan medis dari

peraturan tersebut, bukan hanya prosedurnya.

Namun demikian, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa
pemahaman terhadap substansi hukum masih banyak bertumpu pada sisi
pelaksanaan teknis, seperti “sertifikat EISiMil” atau ‘“pemeriksaan
kesehatan.” Ini sangat baik dari sisi pengoperasian lapangan, namun belum
tentu semua pelaksana memahami kerangka hukum utuh dari kebijakan
tersebut, misalnya tentang klaster hak anak, perlindungan khusus anak,
atau hubungan antara kebijakan ini dengan Undang-Undang Perlindungan
Anak. Artinya, pemahaman substansi yang dimiliki masih bersifat
fungsional dan praktis, belum sepenuhnya berbasis pada narasi hukum

formal atau teoritis.

Meskipun demikian, kesadaran bahwa anak memiliki hak untuk
menunda pernikahan demi pendidikan dan kematangan mental merupakan
indikasi positif dari proses internalisasi substansi hukum dalam
masyarakat. Ketika pelaksana di tingkat desa sudah mampu melihat
korelasi antara usia, kesiapan mental, kesehatan, dan masa depan anak,
maka hal ini bisa menjadi dasar yang kokoh untuk memperluas

pemahaman hukum ke arah yang lebih sistemik.

Pemahaman informan terhadap isi kebijakan Kabupaten Layak
Anak yang dikaitkan dengan hak pendidikan, kesiapan mental, serta

pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah
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diterima secara praktis di lapangan. Untuk memperkuat gambaran
mengenai sejauh mana pemahaman terhadap muatan hukum ini dimiliki
oleh pelaksana di tingkat desa, peneliti juga menggali pengetahuan ibu Evi
Novitasari mengenai ketentuan hukum yang secara eksplisit melarang
praktik perkawinan anak di bawah usia 19 tahun:*
“Iya, tahu. Perkawinan anak itu kalau bisa jangan
diloloskan. Tapi yang jadi masalah itu kenapa pengadilan

masih sering meloloskan. Padahal KUA-nya sudah tidak
mau menikahkan.”

Narasumber menyatakan dengan tegas bahwa ia mengetahui
adanya larangan menikahkan anak di bawah 19 tahun. Namun, pernyataan
bahwa “yang jadi masalah itu kenapa pengadilan masih sering
meloloskan” menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara substansi hukum
dan pelaksanaannya di tingkat yudisial. Di satu sisi, KUA tidak menerima
pendaftaran pernikahan anak. Di sisi lain, pengadilan tetap memberikan
dispensasi. Hal ini mengindikasikan adanya celah regulasi yang

menyebabkan substansi hukum belum berjalan secara konsisten.

Dari sisi pelaksana di desa, hal ini dapat menimbulkan
kebingungan dan mengurangi efektivitas kampanye pencegahan. Ketika
pelaksana di lapangan menolak, tetapi lembaga lain melegalkan, maka
akan muncul persepsi bahwa aturan itu bisa dinegosiasikan. Situasi ini
memperlemah otoritas substansi hukum dan menunjukkan bahwa

penegakan hukum masih bersifat sektoral.

%! Novitasari, wawancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,
substansi hukum merujuk pada isi, norma, nilai, serta muatan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.*? Substansi ini tidak hanya dilihat dari
bunyi formal pasal dalam hukum tertulis, tetapi juga mencakup kebijakan
publik dan ide-ide moral yang melandasi hukum tersebut, serta bagaimana
norma hukum itu dipahami dan dijalankan oleh pelaksana maupun

masyarakat.

Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, substansi hukumnya
dirancang untuk mengatur upaya pencegahan terhadap praktik perkawinan
anak, yang dijabarkan melalui berbagai program konkret, seperti
kewajiban kepemilikan sertifikat EISiMil (Elektronik Siap Nikah dan
Hamil), edukasi tentang stunting, serta upaya kesehatan reproduksi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kader desa Ibu Evi Novitasari,
tampak bahwa substansi hukum dari kebijakan ini telah dipahami dan
dijalankan dalam tataran praktis. la menyebutkan bahwa setiap calon
pengantin perempuan diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan
memiliki sertifikat EISiMil, sebagai bentuk kesiapan fisik sebelum

menikah. la juga menyatakan bahwa apabila tidak ada hasil pemeriksaan

% | Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, “Implementasi
Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu
Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)”, Jurnal lImu Hukum Sui Generis, No. 3, (2023), 41.
https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2590
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dan sertifikat tersebut, maka pernikahan seharusnya tidak disahkan oleh

KUA.

Pemahaman ini mencerminkan bahwa substansi hukum telah
mengalami proses operasionalisasi yang cukup baik di tingkat pelaksana
desa. Bagi Friedman, substansi hukum yang efektif adalah yang dapat
diterjemahkan secara fungsional oleh para aktor hukum—dan dalam kasus
ini, program EISiMil menjadi salah satu bentuk “penerjemahan hukum”
yang konkret dan dapat dijalankan. Artinya, nilai-nilai perlindungan anak
yang bersifat normatif telah diturunkan menjadi mekanisme administratif

yang dapat diukur, diawasi, dan dievaluasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, pemahaman pelaksana terhadap substansi
hukum ini masih bersifat praktis, belum menyentuh pemahaman yuridis
secara utuh. Narasumber memahami bahwa perkawinan anak dilarang, dan
bahwa ada risiko kesehatan dan mental yang membahayakan jika
pernikahan dilakukan terlalu dini. la juga mengaitkan kebijakan ini dengan
hak anak atas pendidikan dan perkembangan psikologis. Tetapi,
pemahaman terhadap struktur norma hukum yang lebih dalam seperti
klaster pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, atau keterkaitan
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak belum tampak sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah

diformulasikan dalam kerangka besar Kabupaten Layak Anak,
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pemahamannya oleh pelaksana di lapangan masih bersifat fungsional,
bukan konseptual. Friedman mengingatkan bahwa dalam sistem hukum
modern, substansi hukum harus dipahami tidak hanya sebagai prosedur,
tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai dasar yang mengikat secara moral
dan hukum. Jika pelaksana hanya memahami substansi sebagai kewajiban
administratif seperti “mengisi sertifikat EISiMil,” maka substansi hukum
akan kehilangan daya transformasi sosialnya, dan hanya menjadi

instrumen teknokratis yang tidak mengubah perilaku secara mendasar.

Lebih lanjut, dalam kutipan narasumber juga disebutkan bahwa
terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam kebijakan dan
praktik di tingkat institusi lainnya, khususnya lembaga peradilan.
Narasumber menyampaikan bahwa meskipun KUA tidak lagi menikahkan
anak di bawah 19 tahun, Pengadilan Agama masih sering memberikan
dispensasi. Fenomena ini mencerminkan bahwa substansi hukum belum
memiliki konsistensi penerapan lintas lembaga, yang mengakibatkan
dualisme norma dalam praktik. Di satu sisi, pelaksana di desa mendorong
penolakan terhadap perkawinan anak, namun di sisi lain, proses yudisial

memberikan celah legal melalui putusan dispensasi kawin.

Dalam pandangan Friedman, kondisi ini menandakan bahwa
substansi hukum belum diinternalisasi secara utuh dalam keseluruhan
sistem hukum, dan masih ada perbedaan cara pandang serta perbedaan
tafsir antar institusi terhadap substansi yang sama. ldealnya, semua

lembaga dalam sistem hukum (executive—judiciary—bureaucracy) harus
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berada dalam satu garis normatif yang sejalan, sehingga tidak terjadi
kebingungan di tingkat pelaksana maupun masyarakat.” Jika pengadilan
tetap meloloskan perkawinan anak meskipun secara kebijakan dilarang,
maka hal ini akan mengaburkan pesan hukum kepada masyarakat bahwa

peraturan bersifat fleksibel dan bisa dinegosiasikan.

Ketidakkonsistenan ini juga berdampak pada kepercayaan
pelaksana di lapangan terhadap hukum itu sendiri. Ketika kader desa telah
berupaya menolak dan menyampaikan risiko perkawinan dini, tetapi hasil
akhirnya tetap sah karena putusan pengadilan, maka efektivitas substansi
hukum mengalami kemunduran. Friedman menyebut hal ini sebagai
"substantive dissonance"”, di mana substansi hukum kehilangan integritas
karena tidak didukung oleh sistem pelaksana yang seragam dan tidak

memiliki daya paksa yang merata.

Kesimpulannya, dari perspektif teori Lawrence M. Friedman,
substansi hukum dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 telah disusun
dengan muatan nilai perlindungan anak yang kuat dan telah mulai
dioperasionalisasi secara fungsional melalui program-program teknis
seperti EISiMil. Namun, pemahaman terhadap substansi hukum oleh
pelaksana di tingkat desa masih bersifat aplikatif dan belum menyentuh

pemahaman  sistem  hukum secara  keseluruhan. Selain itu,

% putra, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu
Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di
Wilayah Kota Singaraja), 42.
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ketidaksinkronan antara substansi hukum daerah dan praktik lembaga
peradilan menimbulkan celah dalam implementasi yang dapat mereduksi
nilai hukum itu sendiri. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi lintas
institusi, peningkatan kapasitas pelaksana terhadap substansi hukum yang
bersifat normatif, serta penguatan substansi hukum agar tidak hanya
bersifat edukatif, tetapi juga memiliki kepastian dan kekuatan yang

mengikat secara legal.

C. Budaya Hukum

Setelah membahas bagaimana substansi hukum dalam Peraturan
Bupati No. 12 Tahun 2019 dipahami dan diinternalisasi oleh pelaksana di
tingkat desa, aspek penting lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah
budaya hukum masyarakat. Dalam teori sistem hukum, budaya hukum
mencakup nilai, pandangan, keyakinan, serta kebiasaan masyarakat
terhadap hukum itu sendiri. Pemahaman terhadap budaya hukum sangat
penting karena penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan sering
kali ditentukan oleh konstruksi sosial yang telah melekat lama dalam
masyarakat.” Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana kebijakan ini
dapat berjalan efektif, peneliti juga menggali bagaimana persepsi

pelaksana di tingkat desa terhadap praktik perkawinan anak serta

% Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 16
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pandangan masyarakat sekitarnya terhadap usia pernikahan. Sebagaimana
jawaban Ibu Novitasari:*®

“Itu bermasalah. Anak-anak yang usia di bawah 19 tahun

itu emosinya masih labil, rahimnya juga belum kuat.

Kalau dipaksakan bisa berisiko, termasuk stunting untuk

anaknya nanti. Makanya saya biasanya motivasi mereka
supaya jangan buru-buru menikah.”

Narasumber menyampaikan bahwa perkawinan usia anak adalah
hal yang bermasalah. la menjelaskan alasan medis dan psikologis, seperti
kondisi rahim yang belum kuat dan emosi anak yang masih labil.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap dampak
kesehatan dan mental dari perkawinan anak sudah tertanam di kalangan

kader desa.

Namun, penting dicatat bahwa narasumber juga menyebutkan
bahwa ia “memotivasi” anak-anak agar tidak menikah terlalu muda, yang
menunjukkan bahwa meskipun sadar akan bahayanya, intervensi yang
dilakukan masih bersifat persuasif. Ini memperlihatkan bahwa budaya
hukum di masyarakat masih belum memungkinkan adanya pendekatan
represif atau paksaan hukum, dan oleh karena itu strategi pendekatan lunak

menjadi pilihan utama.

Lebih jauh untuk memahami dinamika budaya hukum yang
berkembang di masyarakat, peneliti juga menelusuri alasan utama di balik

masih terjadinya praktik perkawinan anak, meskipun berbagai bentuk

% Novitasari, awancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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sosialisasi dan edukasi telah dilakukan oleh pemerintah maupun pelaksana
di tingkat desa. Dalam hal ini, Ibu Novitasari selaku kader desa
menyampaikan pengamatannya terhadap motif yang paling dominan
melatarbelakangi praktik tersebut di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Sebagaimana berikut:*

“Alasannya itu ya karena dijodohkan. Orang tua sering
bilang takut anaknya gak laku. Kalau ditanya, mereka
cuma senyum-senyum, gak jawab. Tapi jelas, banyak yang
dijodohkan”.

Peneliti juga bertanya kepada pelaku perkawinan anak yakni
Akmalia, warga Desa Bayeman, sebenarnya apa alasan ia mau mnikah di
usianya yang masih belum cukup umur untuk memperkuat argumen di
atas. Namun ketika ditanya ia hanya menjawab dengan senyuman.
Kemudian peneliti bertanya kepada mertua Akmalia yakni Ibu Khotimah,

jawabannya sebagai berikut:®’

“Ini (Akmalia) dijodohkan mbak, dia anaknya nurut
kepada orang tua, makanya ketika dijodohkan dia mau
tanpa penolakan. Saya nunggu dia udah lama, sekitar dua
tahun lamanya anak saya dan dia tunangan. Karena
sudah dua tahun makanya saya nikahkan anak saya
dengan Akmalia ™.

Berdasarkan pernyataan kader desa, dapat dipahami bahwa praktik
perkawinan anak di masyarakat masih sangat erat kaitannya dengan tradisi
perjodohan, yang umumnya diatur oleh orang tua tanpa keterlibatan aktif

dari anak. Alasan yang kerap muncul di permukaan adalah kekhawatiran

% Novitasari, wawancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)
%" Khotimah, wawancara, (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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orang tua terhadap status sosial anak perempuan, terutama ketakutan
bahwa anak mereka "tidak laku" jika menunda pernikahan terlalu lama.
Kader menyampaikan bahwa ketika ditanya alasan mereka menikahkan
anak yang masih di bawah umur, orang tua justru merespons dengan
senyum-senyum dan tanpa jawaban yang jelas, yang dapat dimaknai
sebagai bentuk ketidaknyamanan, pembelaan diri, atau bahkan

pembenaran diam-diam terhadap pilihan mereka.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena ini, peneliti
kemudian melakukan pendekatan langsung kepada pelaku perkawinan
anak, yaitu seorang gadis bernama Akmalia, warga Desa Bayeman.
Namun ketika ditanya alasannya menikah di usia yang belum cukup umur,
Akmalia hanya menjawab dengan senyuman. Respon ini mengindikasikan
beberapa hal: pertama, bisa jadi Akmalia merasa tidak punya ruang untuk
memberikan jawaban jujur karena pernikahan bukanlah keputusannya
sendiri; kedua, ia mungkin merasa malu, tidak nyaman, atau bahkan
bingung menjawab karena keputusan tersebut datang dari pihak lain (orang
tua); dan ketiga, senyuman itu sendiri bisa ditafsirkan sebagai bentuk
kepasrahan atau penerimaan terhadap konstruksi sosial yang telah berjalan

lama.

Untuk menguatkan data, peneliti juga bertanya langsung kepada
mertua Akmalia, yaitu lbu Khotimah. Dari pernyataannya, sangat jelas
bahwa perkawinan anak tersebut dilandasi oleh tradisi perjodohan yang

dilakukan secara turun-temurun, serta nilai kepatuhan anak kepada orang
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tua. Ibu Khotimah menyatakan bahwa Akmalia merupakan anak yang
patuh, sehingga tidak menolak ketika dijodohkan. la juga menjelaskan
bahwa anaknya dan Akmalia telah bertunangan selama dua tahun, dan

karena sudah terlalu lama, akhirnya mereka dinikahkan.

Narasi ini mencerminkan budaya keluarga yang sangat kuat dalam
menentukan arah hidup anak, terutama anak perempuan. Nilai kepatuhan
menjadi justifikasi normatif untuk mengabaikan kehendak pribadi anak
dan menjadikannya bagian dari transaksi sosial antara dua keluarga.
Pernyataan "saya nunggu dia sudah lama, dua tahun,” juga menunjukkan
bahwa perkawinan dipandang sebagai penyelesaian terhadap kesepakatan
sosial sebelumnya (pertunangan), bukan sebagai keputusan matang
berdasarkan kesiapan kedua belah pihak. Ini menguatkan bahwa
perkawinan anak masih dipandang sebagai bagian dari kewajaran budaya,

bukan sebagai pelanggaran terhadap hak atau potensi risiko masa depan.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat
masih melakukan perkawinan anak bukan semata karena faktor ekonomi
atau pendidikan yang rendah, melainkan karena adanya konstruksi budaya
yang kuat mengenai peran anak perempuan, nilai kepatuhan terhadap
orang tua, kekhawatiran sosial terhadap status perawan tua, dan
penghormatan terhadap janji atau hubungan pertunangan yang telah
berjalan lama. Semua itu membentuk satu sistem nilai yang menjadikan
perkawinan anak sebagai sesuatu yang dianggap sah, wajar, bahkan wajib

dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga.
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Temuan ini juga mengindikasikan bahwa meskipun peraturan dan
program sosialisasi telah dilakukan, internalisasi nilai hukum di
masyarakat masih lemah, karena bertabrakan dengan nilai-nilai adat dan
tradisi yang telah mengakar. Oleh sebab itu, strategi pencegahan tidak
cukup hanya bersandar pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga
harus menyentuh transformasi budaya dan relasi kuasa dalam keluarga dan

komunitas lokal.

Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa praktik perjodohan,
tekanan sosial, serta nilai kepatuhan kepada orang tua masih menjadi
faktor utama dalam mendorong terjadinya perkawinan anak di tingkat
desa. Meskipun telah ada kesadaran di kalangan pelaksana kebijakan
mengenai dampak negatif perkawinan dini, namun konstruksi sosial dan
budaya keluarga masih memainkan peran dominan dalam keputusan
pernikahan anak. Untuk memperjelas bagaimana budaya lokal memandang
usia pernikahan, peneliti juga menanyakan kepada Ibu Novitasari
mengenai pandangan agama dan tradisi di daerahnya terhadap praktik

menikahkan anak yang masih berusia muda, sebagaimana berikut:*

“Masih banyak orang tua yang menganggap wajar
menikahkan anak muda. Ada yang tetap menikahkan
anaknya tapi mau pakai KB dulu, karena sadar kalau
anaknya belum siap. Tapi tetap aja banyak yang bilang
"daripada jadi perawan tua." Jadi adat dan pola pikir
lama itu masih kuat.”

% Novitasari, wawancara (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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Peneliti juga bertanya kepada Akmalia apakah di sekitarnya tidak
ada yang menegur atas pernikahannya yang masih terbilang terlalu dini

untuk menikah, jawabannya sebagaimana berikut;*

“Ada mbak, mereka bilangnya “kenapa kamu kok sudah
menikah? Kamu masih muda, apa tidak ingin sekolah
yang tinggi terlebih dahulu. Sayang banget nikah masih
muda gini”.

Kemudian peneliti tanya tentang tanggapan Akmalia ketika
mendengar pernyataan tersebut dari kerabatnya. Akmalia menjawab
bahwa ia hanya menjawab pernyataan tersebut dengan senyuman tanpa

menjawab apapun.

Dari keterangan yang disampaikan kader desa, diketahui bahwa
masih banyak orang tua yang menganggap wajar praktik menikahkan anak
pada usia yang relatif muda. Pandangan ini tidak hanya diterima secara
sosial, tetapi bahkan dilegitimasi dengan cara-cara pragmatis, seperti
penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, sebagai bentuk kompromi
terhadap kenyataan bahwa anak tersebut belum siap secara biologis dan
psikologis. Narasumber menyebut bahwa sebagian orang tua tetap
menikahkan anaknya, namun menyarankan penggunaan KB karena
menyadari anak belum siap punya anak. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun ada kesadaran akan risiko, namun solusi yang diambil bukanlah

dengan menunda pernikahan, melainkan tetap menikah tetapi menunda

% Akmalia, wawancara, (Pasuruan, 2 Mei 2025)
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kehamilan, seolah-olah pernikahan itu adalah sesuatu yang tak

terhindarkan.

Ungkapan seperti “daripada jadi perawan tua” yang dikutip oleh
narasumber juga menunjukkan bahwa pola pikir lama dan konstruksi
sosial tentang peran perempuan masih sangat kuat dalam komunitas.
Perempuan dianggap akan lebih baik jika cepat menikah, dan tertundanya
pernikahan dipandang sebagai hal yang memalukan atau menimbulkan
kekhawatiran tersendiri dalam keluarga. Pandangan ini tidak hanya
mencerminkan warisan budaya patriarkal, tetapi juga menunjukkan bahwa
posisi hukum negara dalam mengatur batas usia pernikahan masih kalah

kuat dibandingkan norma sosial yang berkembang di masyarakat.

Untuk melihat lebih dalam bagaimana persepsi sosial itu diterima
oleh pelaku perkawinan anak, peneliti juga mewawancarai Akmalia, gadis
yang menikah di usia belum cukup umur. Ketika ditanya apakah ada orang
di sekitarnya yang menegur atau memberikan pandangan mengenai
keputusannya untuk menikah muda, Akmalia mengaku bahwa ada
beberapa kerabat yang mempertanyakan keputusannya tersebut. Beberapa
orang bertanya, “kenapa kamu sudah menikah? Kamu masih muda, apa
tidak ingin sekolah tinggi dulu? Sayang banget nikah masih muda gini.”
Ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mendukung praktik
perkawinan anak, bahkan terdapat suara-suara yang secara Kritis
mempertanyakan keputusan tersebut. Dengan demikian, di tengah kuatnya

norma budaya lama, terdapat juga bibit-bibit pemikiran kritis dari sebagian
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anggota masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya

pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah.

Namun, ketika ditanya bagaimana ia menanggapi pernyataan
tersebut, Akmalia hanya menjawab dengan senyuman dan tidak
memberikan tanggapan secara verbal. Sikap diam ini dapat dimaknai
sebagai bentuk kepasrahan, ketidakberdayaan, atau bahkan kebingungan
karena keputusan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri.
Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa anak dalam praktik
perkawinan usia dini cenderung tidak memiliki ruang untuk menyuarakan
pendapat atau mengambil keputusan secara mandiri, bahkan ketika ada

pihak lain yang mencoba memberikan perspektif berbeda.

Analisis ini  memperlihatkan bahwa meskipun ada program
sosialisasi dan edukasi yang gencar dari pemerintah, serta adanya
segelintir masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap perkawinan anak,
dominasi tradisi, nilai lama, dan tekanan sosial masih sangat kuat dalam
memengaruhi praktik di lapangan. Bahkan ketika anak sendiri tidak
sepenuhnya setuju atau memahami alasan mengapa ia menikah, struktur
sosial yang membungkam suaranya membuat keputusan itu tetap
berlangsung. Ini menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan
perlindungan anak, karena menyentuh langsung pada kebiasaan kolektif

yang bersifat turun-temurun dan dilestarikan secara sosial.
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Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum
(legal culture) merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi
berjalannya sistem hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum
merujuk pada nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan cara pandang masyarakat
terhadap hokum yakni bagaimana masyarakat menerima, memahami, atau
bahkan menolak hukum yang berlaku. Friedman menekankan bahwa
keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan hukum tidak hanya
ditentukan oleh strukturnya (lembaga dan pelaksana) serta substansinya
(isi aturan), tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat diterima

dan diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.'®

Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, aspek budaya hukum
masyarakat menjadi faktor yang sangat krusial untuk dipahami, terutama
dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Berdasarkan hasil wawancara
dengan kader desa (Ibu Evi Novitasari), serta pelaku perkawinan anak dan
keluarganya, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat masih
sangat dipengaruhi oleh norma-norma tradisional, pandangan konservatif
terhadap perempuan, serta struktur sosial yang menekankan pada

kepatuhan terhadap orang tua.

Kader desa sendiri menyatakan bahwa ia memahami perkawinan

usia anak sebagai hal yang bermasalah, dan berupaya memotivasi remaja

100 pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,

33.
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agar tidak menikah terlalu muda. Namun demikian, intervensi yang
dilakukan cenderung bersifat persuasif dan tidak memiliki daya paksa,
karena memang struktur sosial di masyarakat belum memberi ruang bagi
pendekatan yang lebih tegas. Ini sesuai dengan konsep Friedman bahwa
budaya hukum masyarakat bisa menjadi penghambat ketika nilai-nilai
yang hidup dalam komunitas bertentangan dengan nilai yang hendak
dibawa oleh hukum formal.*®* Dalam hal ini, meskipun hukum telah
menetapkan batas usia minimal perkawinan dan telah disosialisasikan
secara luas, budaya masyarakat masih menempatkan perkawinan anak
sebagai pilihan sosial yang wajar, bahkan dianggap lebih baik daripada

membiarkan anak perempuan menjadi “perawan tua.”

Pernyataan narasumber dan keluarga pelaku menunjukkan bahwa
perkawinan anak seringkali terjadi karena perjodohan, bukan atas kemauan
pribadi anak. Kepatuhan kepada orang tua dan lamanya pertunangan
menjadi dasar legitimasi sosial untuk melangsungkan pernikahan. Dalam
kerangka budaya hukum, ini mengindikasikan bahwa otoritas hukum
formal masih kalah kuat dibanding otoritas adat dan norma keluarga.
Hukum negara hadir, tetapi tidak memiliki posisi dominan dalam
menentukan keputusan akhir. Budaya patrilineal dan kontrol orang tua

terhadap masa depan anak perempuan masih dijadikan pijakan utama

101 Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence
M. Friedman (Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M.
Friedman), 482-483.
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dalam membuat keputusan yang semestinya bersifat personal dan penuh

kesadaran, seperti pernikahan.

Friedman mengemukakan bahwa budaya hukum yang kuat akan
mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma
hukum, bahkan tanpa harus ditegur oleh aparat. Sebaliknya, budaya
hukum yang lemah akan membuat hukum tampak seperti sesuatu yang
asing dan hanya menjadi dokumen administratif belaka.'® Dalam kasus
ini, terlihat bahwa meskipun kader desa dan sebagian masyarakat sudah
menyadari bahwa menikah di usia anak bisa berdampak negatif, termasuk
risiko stunting dan ketidaksiapan mental, tetapi nilai-nilai sosial lama
masih lebih mengakar. Bahkan ketika ada kritik atau teguran dari kerabat
seperti yang dialami Akmalia, pelaku perkawinan anak responnya hanya
berupa senyuman. Sikap diam ini merupakan refleksi dari budaya hukum
yang belum menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak otonom
atas hidupnya sendiri, melainkan sebagai objek dari keputusan sosial orang

tua dan komunitas.

Fenomena penggunaan kontrasepsi setelah pernikahan anak juga
menunjukkan adanya bentuk kompromi pragmatis terhadap hukum. Orang
tua yang menyadari bahwa anaknya belum siap secara biologis tidak lantas
menunda pernikahan, melainkan mencari solusi medis (seperti KB) untuk

menyesuaikan dengan kondisi sosial. Ini adalah bentuk adaptasi budaya

192 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 62-64
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terhadap hukum yang bersifat superfisial, bukan perubahan nilai. Hukum
tidak benar-benar diinternalisasi, melainkan hanya “disiasati” agar tidak

tampak bertentangan dengan logika kesehatan atau program pemerintah.

Di sisi lain, temuan peneliti juga menunjukkan bahwa ada sebagian
masyarakat yang mulai mengkritisi praktik perkawinan anak, seperti yang
tampak dari pernyataan kerabat Akmalia yang menyayangkan
keputusannya menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikan. Ini
menjadi sinyal bahwa budaya hukum mulai mengalami pergeseran,
meskipun masih terbatas. Dalam teori Friedman, perubahan budaya hukum
memang merupakan proses yang lambat, karena menyangkut transformasi
cara berpikir kolektif masyarakat. Namun, kehadiran suara-suara kritis dari
masyarakat bisa menjadi bibit perubahan yang lebih besar jika didukung
oleh kebijakan yang konsisten, edukasi berkelanjutan, serta penguatan

suara anak dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dari sudut pandang teori Lawrence M.
Friedman, budaya hukum dalam implementasi Peraturan Bupati No. 12
Tahun 2019 masih menjadi tantangan paling kompleks dan mendalam.
Ketika struktur dan substansi hukum telah tersedia dan berjalan, namun
nilai-nilai masyarakat masih mempertahankan tradisi lama yang
bertentangan dengan semangat hukum tersebut, maka efektivitas kebijakan
menjadi terhambat. Budaya hukum vyang kuat seharusnya mampu
menggeser pola pikir masyarakat dari perjodohan menuju penghormatan

terhadap pilihan anak, dari stigma “perawan tua” menjadi penghargaan



117

atas pendidikan, dan dari kepatuhan tanpa syarat kepada orang tua menjadi

dialog antar generasi yang sehat.

Solusi untuk membangun budaya hukum yang lebih selaras dengan

hukum formal tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus

ditempuh melalui strategi transformasi sosial yang melibatkan tokoh

agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan media

lokal. Kebijakan yang mengatur larangan perkawinan anak tidak cukup

hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi harus disosialisasikan

sebagai norma baru yang mencerminkan keadilan, kesehatan, dan

perlindungan masa depan anak.

Tabel 4.4 Indikator Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019
berdasarkan Teori Sistem Hukum — Lawrence M. Friedman

Komponen

Indikator Utama

Terpenuhi / Belum

Keterangan Singkat

Struktur Hukum Adanya lembaga | Terpenuhi Kader desa
pelaksana dan | sebagian berfungsi aktif,
aktor yang bekerja tapi SDM dan
di tingkat teknis anggaran  masih
dan local terbatas

Struktur Hukum Koordinasi Terpenuhi Gugus tugas dan
antarinstansi  dan lintas sektor
OPD berjalan (DLH, Kemenag,

Dinkes) telah
berjalan.

Struktur Hukum Infrastruktur  dan | Belum optimal Distribusi struktur
mekanisme pelaksana  belum

pelaksana hukum

merata ke semua
desa.

Substansi Hukum

Aturan jelas dan
berpihak pada
perlindungan anak

Terpenuhi

Perbup No. 12
Tahun 2019 secara
substantif
mengatur
pencegahan
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perkawinan anak.

Substansi Hukum

Norma hukum
didukung dengan
kebijakan  teknis
(EISiMil, sertifikat
kesehatan, dll)

Terpenuhi

Program-program
teknis telah
dijalankan  meski
belum menyentuh
semua wilayah.

Substansi Hukum | Substansi  hukum | Belum optimal Nilai hukum
sesuai dengan nilai belum sepenuhnya
sosial diterima oleh

budaya lokal yang
masih kuat.

Budaya Hukum Masyarakat Belum optimal Sebagian  masih
memahami dan melihat hukum
menyetujui  nilai sebagai  prosedur
hukum teknis, bukan nilai.

Budaya Hukum Ada kesadaran | Terpenuhi Ada  perubahan
hukum kolektif sebagian sikap, tapi belum

menjadi kesadaran
menyeluruh.

Budaya Hukum Penegakan hukum | Terpenuhi Edukasi nilai
berbasis lewat  parenting,

pendekatan
edukatif

psikolog, dan
keterlibatan tokoh
lokal sudah
dimulai.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan

Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan

Kabupaten Layak Anak dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan),

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh DP3AP2KB Kabupaten
Pasuruan telah menunjukkan komitmen yang baik melalui sosialisasi,
kerja lintas sektor, dan pelibatan kader desa. Namun, pelaksanaan
masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan
hambatan budaya yang kuat. Upaya edukasi nilai hukum dan
penguatan peran pelaksana di tingkat desa masih perlu ditingkatkan
agar kebijakan benar-benar efektif dalam mencegah perkawinan anak.
Efektivitas Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2019 dalam
pencegahan perkawinan anak, ditinjau dari teori Lawrence M.
Friedman, menunjukkan bahwa struktur hukum sudah terbentuk
hingga tingkat desa, namun masih belum merata dan terkendala
koordinasi serta SDM. Substansi hukum telah cukup operasional

melalui program seperti EISiMil, namun pemahaman pelaksana masih
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bersifat praktis. Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih
menjadi hambatan utama karena norma perjodohan dan tekanan sosial
tetap kuat, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan secara

menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang

dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor 12 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak:

1.

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Pasuruan No. 12
Tahun 2019 agar lebih maksimal, pemerintah daerah disarankan tidak
hanya fokus pada aturan dan prosedur, tetapi juga mengedukasi
masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Edukasi ini perlu
diberikan dengan cara yang mudah dipahami, agar masyarakat benar-
benar tahu mengapa perkawinan anak harus dicegah. Selain itu,
jumlah petugas atau pelaksana program perlu ditambah, dan anggaran
juga perlu ditingkatkan supaya kegiatan bisa menjangkau seluruh
desa. Kader desa juga perlu terus dilatin karena merekalah yang
langsung berinteraksi dengan masyarakat.Kader desa dan tokoh
masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam program pencegahan
perkawinan anak. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif

perkawinan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.
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2. Agar kebijakan ini benar-benar efektif dalam mencegah perkawinan
anak, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak,
seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kerja sama ini penting
supaya pesan yang disampaikan tidak hanya dari pemerintah saja, tapi
juga dari orang-orang yang dipercaya masyarakat. Selain itu, kegiatan
sosialisasi dan edukasi juga perlu dievaluasi secara rutin agar tahu
mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu

ditingkatkan.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan implementasi
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan
Kabupaten Layak Anak dapat berjalan lebih efektif, sehingga angka

perkawinan anak di Kabupaten Pasuruan dapat ditekan secara signifikan.
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Kasus di Dinas Pemberdayaan Peremp Perlindungan Anak Pengendali:

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan), pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
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2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

a.

Apakah Anda memahami tujuan utama dari Perbup No. 12 Tahun
2019 tentang Kabupaten Layak Anak?

Menurut Anda, apakah peraturan ini sudah cukup mampu
mengubah perilaku masyarakat terkait praktik perkawinan anak?
Apakah ada perubahan pandangan masyarakat sebelum dan
sesudah diterbitkannya Perbup ini?

Sejauh mana masyarakat menerima aturan ini dan berupaya
mematuhinya?

Apa kendala sosial atau budaya yang paling sering Anda temui
dalam implementasi kebijakan ini?

Apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi secara
maksimal terkait Perbup ini?

Program atau pendekatan apa saja yang digunakan untuk
menyampaikan nilai-nilai hukum kepada masyarakat?

Apakah masyarakat benar-benar memahami bahwa perkawinan
anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak?

Apa saja kendala utama dalam pelaksanaan Perbup ini di lapangan?
Apakah struktur kelembagaan dan peran antarinstansi sudah saling

mendukung?
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k. Menurut Anda, apa yang perlu diperkuat agar kebijakan ini benar-

benar dapat mengubah praktik perkawinan anak?

Kader Desa dan Masyarakat

o))

. Apakah Anda mengetahui keberadaan Perbup No. 12 Tahun 2019?

b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam menyosialisasikan aturan ini?

c. Apakah Anda memahami isi dari kebijakan Kabupaten Layak
Anak?

d. Apakah Anda tahu bahwa menikahkan anak di bawah 19 tahun
dilarang oleh undang-undang?

e. Menurut Anda, apakah menikah di usia anak merupakan hal yang
wajar atau bermasalah?

f. Apa alasan utama masyarakat masih melakukan perkawinan anak?

g. Bagaimana pandangan agama/tradisi di daerah Anda terhadap usia

pernikahan?
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